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SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI

Menimbang

Mengingat

TENGGARA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.a.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Penyusunan
rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode
sebelumnya berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68356);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 67, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6778);




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025-2045.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

L.
2.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang
selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa
depan yang tepat, melalui wurutan pililhan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang
dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka
mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan
Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.




10.

11.

12,

13.

14.

15.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum
mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada
tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua
puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-
2045.

Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum
mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk
mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan
memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam
RPJPN Tahun 2025-2045.

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka
kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima
tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka
mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran
rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan
yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-
2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan
indikator yang bersifat progresif.

Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-
2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan
antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal
yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi
atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun
tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB 11
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Periode 2025 - 2045
dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 3

RPJPD merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai visi, misi,
dan arah pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional selama 20
(dua puluh) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun
2045.

BAB IV
SISTEMATIKA DAN ISI

Pasal 4

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

"o a0 T

BAB 1. Pendahuluan

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis
BAB IV. Visi dan Misi Daerah

BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
BAB VI. Penutup



Pasal 5

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi
dan program Gubernur/Wakil Gubernur.

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan
dalam penyusunan visi, misi dan program calon
Gubernur/Wakil Gubernur  pada saat  pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan
Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4), dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara berlaku tahun 2025-2045.



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30 - 9 - 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd

KOMJEN POL (P) Dr.(H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.LK., M.H.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 30 - 9 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
ttd
ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (5-241/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Mukum,

SYAFRIL. SH, M.Hum

NIE#19710929 199603 1 001




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045
ini dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi,
misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang
untuk 20 (dua puluh) tahun yang dibahas dan disepakati bersama stakeholder
atau pemangku kepentingan. Berdasarkan ketentuan di atas, penyusunan
RPJPD Tahun 2025 - 2045 mengikuti periode RPJPN Tahun 2025 - 2045 yang
disusun oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD
merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah) dan dokumen perencanaan tahunan
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selain itu dokumen perencanaan ini
menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Muatan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan
konsistensi dan sinkronisasi dengan muatan dokumen RPJPN Tahun 2025 -
2045, melalui perumusan visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi
pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dalam
dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 yang wajib
berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 — 2045. Visi Indonesia Emas 2045 dalam
RPJPN Tahun 2025 - 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan
melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga)
transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka
implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17
(tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh
lima) indikator utama pembangunan. Adapun angka yang terkandung dalam 8
(delapan) Misi (Agenda) Pembangunan Nasional, 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan)
Pembangunan Nasional, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama
Pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 yang berlandaskan Pancasila

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 ini diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka
pencapaian target-target pembangunan daerah. RPJPD Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2025-2045 merupakan dokumen daerah yang perlu diketahui

RPIPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045



dan dipahami sebagai dokumen bersama bagi seluruh komponen masyarakat
dalam membangun Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita
semua agar perencanaan yang Kkita tetapkan ini dapat diimplementasikan
dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

ii
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Jembatan Teluk Kendari

Bab 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang
kehidupan secara, terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai acuan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yaitu:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”.

Lebih lanjut, pembangunan daerah merupakan bagian integral
yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan
sinkronisasi yang terjalin antara kebijakan pembangunan nasional dengan
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kebijakan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pembangunan daerah
dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh
daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan pada level daerah dan
nasional. Pembangunan daerah dan pembangunan nasional sama-sama
bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa
sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 di atas.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan
pembangunan nasional merupakan perencanaan pembangunan yang disusun
secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana
pembangunan jangka panjang yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, rencana pembangunan jangka menengah yang disusun untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota), dan rencana
pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari rencana
pembangunan jangka menengah. Perencanaan pembangunan nasional
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
yang bertujuan untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b)
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah; c¢) menjamin keterkaitan dan Lkonsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang di daerah atau
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memuat visi, misi dan
arah kebijakan pembangunan daerah serta sasaran pokok pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. RPJPD lebih bersifat visioner dan strategic direction (arah strategis),
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang akan dicapai dalam kurun waktu 20
(dua puluh) tahun kedepan dan dapat dijabarkan ke dalam penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah dan tahunannya.

Pada dasarnya RPJPD diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang
akan terjadi dalam jangka panjang dan berdampak bagi kondisi daerah, antara
lain mencakup perubahan demografi, perekonomian daerah, sosial budaya,
kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan publik, politik,
pertahanan dan keamanan. Di samping itu, RPJPD diharapkan dapat menjadi
landasan fundamental dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
melalui visi dan misi yang terstruktur, terukur, dan berbasis pada potensi lokal,
karena perencanaan itu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat terus
dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan
tersebut mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu: ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Setiap daerah dengan  karakteristik uniknya  harus
mengembangkan visi jangka panjang yang mencerminkan keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian
lingkungan hidup. Visi ini perlu diadopsi dalam semua aspek perencanaan,
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memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan kualitas
hidup masa depan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJPD harus
berdasarkan kajian yang mendalam dan komperehensif dari setiap segi
kehidupan serta didukung oleh data dan informasi yang valid agar memperoleh
gambaran kondisi daerah yang menjadi acuan dalam perencanaan jangka
panjang ke depan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada daerah provinsi dan
kabupaten/kota untuk menyusun RPJPD berpedoman pada RPJPN dan RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
menjelaskan bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan paling
lambat 1 (satu) tahun sebelum periode RPJPD sebelumnya berakhir dan
ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode RPJPD sebelumnya
berakhir. Pada saat penyusunan dokumen ini, periode RPJPD Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2005 — 2025 akan berakhir sehingga perlu disusun RPJPD
periode berikutnya yaitu RPJPD Tahun 2025 - 2045. Penyusunan periode baru
dimulai sejak akhir tahun 2023 sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan
peraturan daerah paling lambat pada awal bulan Agustus 2024.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh)
tahun yang dibahas dan disepakati bersama stakeholder atau pemangku
kepentingan. Berdasarkan ketentuan di atas, penyusunan RPJPD Tahun 2025
— 2045 mengikuti periode RPJPN Tahun 2025 - 2045 yang disusun oleh
Pemerintah Pusat melalui koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPJPD
dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan
berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025 - 2045. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 disusun
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan melibatkan
perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka koordinasi, sinergi
dan harmonisasi perencanaan jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045
dilakukan secara transparan, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Disusun melalui
pendekatan proses yaitu: pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-
bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), dan pendekatan substansi, yaitu:
pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan teknokratik
dilakukan agar penyusunan dokumen RPJPD tetap mempertimbangkan
berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan
masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Pendekatan partisipatif
merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan
(stakeholder) dalam proses penyusunan RPJPD. Pergeseran pemahaman bahwa
masyarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan
mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan
pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi
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pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut
dengan istilah tata pemerintahan yang baik (good governance). Pendekatan
politis berkaitan dengan proses penyusunan RPJPD melibatkan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik dalam tahap penyusunan rancangan
awal maupun pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
Selain itu, RPJPD nantinya akan menjadi pedoman Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam
merumuskan visi dan misi saat Pemilihan Kepala Daerah. Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan
dilaksanakan apabila terpilih, kemudian tuangkan dan dijabarkan dalam
RPJMD. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam
proses penyusunan RPJPD yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam
forum perencanaan yang dilaksanakan mulai dari pusat, provinsi dan
kabupaten/kota atau sebaliknya.

Selain menggunakan pendekatan di atas dalam penyusunan RPJPD,
pendekatan substansi juga merupakan pendekatan yang harus diperhatikan.
Pendekatan  holistik-tematik  dalam RPJPD dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan wunsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif
dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses
terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan
daerah. Pendekatan spasial merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJPD Tahun 2025 — 2045 disusun dengan pendekatan paradigma baru
sesuai dengan paradigma RPJPN Tahun 2025 - 2045, dimana paradigma
reformasi dianggap tidak cukup jika Indonesia ingin keluar dari jebakan negara
berpendapatan menengah (middle income trap) yang ditandai dengan
kemiskinan yang tinggi, kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok sosial.
Selain itu, Indonesia akan dihadapkan pada tantangan baru yang harus
diantisipasi, antara lain: pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat,
perubahan iklim, dan perubahan geopolitik serta perubahan geoekonomi,
sehingga Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh
berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan.

Untuk mengimplementasikan agenda transformasi tersebut, ada 3 (tiga)
agenda utama transformasi yang harus dilakukan, yaitu: a) Transformasi Sosial,
diwujudkan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera,
unggul, dan berdaya saing; b) Transformasi Ekonomi, diwujudkan untuk
meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi, iptek, ekonomi
produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah,
pertanian, ekonomi biru, bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM,
koperasi, dan tenaga kerja serta BUMN/BUMD) penerapan ekonomi hijau,
transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan
perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; dan c¢) Transformasi Tata
Kelola, diwujudkan untuk membangun regulasi dan tata kelola yang
berintegritas dan adaptif.

Untuk dapat mewujudkan transformasi menyeluruh tersebut, kebijakan
pembangunan jangka panjang Indonesia harus bersifat imperatif atau wajib
dilakukan, oleh seluruh pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai
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negara kesatuan, kebijakan imperatif pada perencanaan jangka panjang baik di
tingkat pusat maupun daerah akan menjamin tercapainya sinergi dan harmoni
pembangunan nasional. Untuk menjamin tercapainya sinergi dan harmoni
pembangunan tersebut diperlukan pembahasan perencanaan jangka panjang
yang lebih komprehensif dan melibatkan stakeholder pembangunan.

Sebagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka

menengah dan tahunan, penyusunan RPJPD melalui beberapa tahapan
pelaksanaan. Secara garis besar, tahapan penyusunan RPJPD dilakukan
dengan mengacu pada Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut:

1.

Persiapan Penyusunan

Meliputi: Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025 - 2045 yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, orientasi mengenai RPJPD,
penyusunan agenda kerja tim penyusun, penyiapan data evaluasi hasil
RPJPD periode sebelumnya, penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah lainnya, dan hal-hal yang diperlukan dalam proses
penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 — 2045

Merupakan proses perumusan: analisis gambaran umum kondisi daerah,
analisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik,
analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen
rencana pembangunan terkait lainnya, analisis isu strategis pembangunan
jangka panjang, visi dan misi daerah, dan arah kebijakan dan sasaran pokok
daerah. Perumusan tersebut memedomani RPJPN, RTRW Provinsi, dan
memperhatikan rekomendasi RPPLH/KLHS RPJPD.

Untuk memperoleh masukan/rekomendasi yang lebih komprehensif,
dilakukan pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD dengan
Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan melalui Focus Group
Disscussion (FGD) dan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 — 2045

Merupakan proses untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan,
isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal
RPJPD, yang dilakukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Mekanisme
konsultasi rancangan awal RPJPD Provinsi dilakukan dengan melakukan
penyelarasan RPJPD dengan RPJPN yang dilakukan oleh Kementerian
Dalam  Negeri dan Kementerian = Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masukan hasil
konsultasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk surat Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025 — 2045

Merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD oleh Tim
Penyusunan RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang
telah dilakukan pada tahapan Konsultasi Rancangan Awal RPJPD.

Musrenbang RPJPD Tahun 2025 — 2045

Dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi
dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang daerah dengan melibatkan melibatkan
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pemangku kepentingan seperti dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya
masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas,
lansia, anak, dan lainnya. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam
berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

6. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 — 2045

Merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJPD Tahun 2025 - 2045
menjadi Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan
Musrenbang RPJPD Tahun 2025 - 2045.

7. Reviu APIP Terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 — 2045

Dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Hasil reviu menjadi bahan menyempurnaan dokumen Rancangan Akhir
RPJPD Tahun 2025 - 2045.

8. Penyampaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 — 2045 kepada DPRD

Merupakan proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
Tahun 2025 - 2045 kepada DPRD Provinsi untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur.

9. Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 — 2045

Merupakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD Tahun 2025 - 2045 oleh DPRD sebagai rangkaian menuju
persetujuan bersama dengan Gubernur.

10. Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 — 2045

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025 -
2045 dengan RPJPN Tahun 2025 - 2045, serta kesesuaian dengan
kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri
bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait.

11. Penetapan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 — 2045

Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025 -
2045, setelah menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD Tahun 2025 — 2045.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48406);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ....);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 122
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 102 Tahun 2023, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6889);

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 136 Tahun 2017);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 —
2045;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 Nomor 10).
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1.3. Hubungan Antar Dokumen
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Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.

Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045
memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya.
Hubungan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 dengan
dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 dengan RPJPN Tahun
2025 - 2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 —
2045 memuat Visi, 5 (lima) Sasaran Visi, 8 (delapan) Misi Pembangunan, serta
17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama
pembangunan, menjadi pedoman dalam perumusan Visi, Sasaran Visi, Misi
Pembangunan, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045, menunjukkan konsistensi dan
sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di
tingkat provinsi.

Visi RPJPD Provinsi memedomani Visi Indonesia Emas 2045: Negara
Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan, serta hasil penyelarasan
dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Menyajikan sasaran visi yang tertuang dalam
RPJPN Tahun 2025-2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi dan
pengembangan daerah. Perumusan Misi harus memastikan aktivitas yang
ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai
dengan mempedomani Misi Nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN
Tahun 2025 - 2045 yang merupakan agenda pembangunan dalam RPJPN Tahun
2025 - 2045.
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Arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka kerja dalam
melaksanakan Misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke
dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan
dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya
visi daerah. Merumuskan sasaran pokok yang diambil dari arah pembangunan
dalam RPJPN Tahun 2025 - 2045 yang merupakan hasil penyelarasan dari
fasilitasi, koordinasi, dan asistensi, ditambah dengan sasaran pokok daerah
sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Rumusan sasaran
pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target
yang harus dicapai sesuai arah kebijakan. Indikator dapat merujuk pada 45
(empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang terdapat dalam RPJPN
2025-2045 dan disesuaikan dengan konteks daerah.

2. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 dengan RTRW Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2014 — 2034

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 berpedoman pula
pada RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034. Muatan RPJPD
berisi gambaran arahan rencana tata ruang yang utamanya meliputi struktur
ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis daerah. Penggambaran
rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan atau pusat-pusat
permukiman dan jaringan infrastruktur utama yang akan dikembangkan.
Sedangkan penggambaran pola ruang meliputi sebaran kawasan budidaya dan
kawasan lindung, serta penjelasan sekilas tentang daya dukung dan daya
tampung wilayah, dalam kaitannya dengan proyeksi penduduk dan peningkatan
kebutuhan prasarana dan sarana penunjang. Dilengkapi pula dengan arahan
pengembangan kawasan strategis daerah yang diperkirakan mampu menjadi
penggerak pertumbuhan dan pembangunan di tingkat wilayah lebih luas.

3. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 dengan RPJPD
Provinsi Lain Tahun 2025 — 2045

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, selain sinkronisasi
antara RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 dengan RPJPN
Tahun 2025 - 2045, diperlukan pula sinkronisasi dengan RPJPD Provinsi
lainnya, terutama pada daerah yang berbatasan wilayah secara langsung
dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau dalam wilayah regional Pulau
Sulawesi. Hal ini diperlukan dalam upaya menyinkronkan isu strategis
pengembangan wilayah Kkhususnya di regional Pulau Sulawesi sebagai
penunjang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan berpindah di Pulau Kalimantan.

4. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 dengan RPJMD
Provinsi Sulawesi Tenggara

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan
RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan periode Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Tenggara pasca Pemilihan Kepala Daerah. Sebelumnya,
setiap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara saat
merumuskan visi dan misinya wajib berpedoman pada RPJPD Provinsi. Hal ini
bertujuan agar penyusunan RPJMD pasca terpilihnya Gubernur dan Wakil
Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan arah kebijakan
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pembangunan dalam RPJPD Provinsi dan tahapan pelaksanaannya, serta
sasaran pokok pembangunan daerah.

5. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 dengan RPJPD
Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045

Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045 dilaksanakan
secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2025 - 2045. RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045
selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 - 2045, RPJPD Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045, dan RTRW Kabupaten/Kota.

6. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 dengan RPPLH/KLHS
RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 memerhatikan
Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan
berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu
strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-
2045.

7. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 dengan Dokumen
Sektoral Lainnya

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 selain berkorelasi
dengan dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi lain, RTRW Provinsi, RPJMD Provinsi,
RPJPD Kabupaten/Kota, dan RPPLH/KLHS, juga memerhatikan beberapa
dokumen sektoral, antara lain: Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Rencana Aksi Daerah Pangan
dan Gizi (RAD PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Grand
Design Reformasi Birokrasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Rencana
Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPDA), Rencana Umum Energi Daerah, Roadmap Sanitasi,
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan dokumen sektoral
lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045
adalah:

a. Sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2025 - 2045;
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b. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dengan pembangunan nasional;

c. Sebagai pedoman Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi dan misi
pembangunan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi
Sulawesi Tenggara;

d. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD
dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai
dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2025 - 2045;

Tujuan dari RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045
adalah:

a. Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045;
b. Mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;

c. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar
ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian,;

e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif
berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bagian ini menyajikan gambaran umum penyusunan RPJPD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik,
terdiri dari: latar belakang penyusunan dokumen RPJPD, dasar
hukum penyusunan dokumen RPJPD, hubungan dokumen RPJPD
dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan
penyusunan dokumen RPJPD, serta sistematika penulisan dokumen
RPJPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum Provinsi
Sulawesi Tenggara meliputi aspek: geografi dan demografi, capaian
kinerja pembangunan dengan menyajikan data-data meliputi aspek:
kesejahteraan  masyarakat, yaitu menjelaskan karakteristik
kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya,
aspek daya saing, yaitu menjelaskan sektor unggulan daerah yang
menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial
untuk dikembangkan, kondisi sumber daya manusia sebagai salah
satu faktor penggerak perekonomian daerah, kondisi infrastruktur,
dan iklim investasi. Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata
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Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum
sesuai kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan
dasar, non pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan
penunjang urusan pemerintahan. Di samping itu, bagian ini
menjelaskan pula terkait hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD periode
sebelumnya yaitu tahun 2005 - 2025, trend demografi dan kebutuhan
sarana dan prasarana (analisis proyeksi penduduk dan kebutuhan
sarana dan prasarana pelayanan publik), pusat pertumbuhan wilayah
(potensi wilayah, sistem pusat permukiman, dan arah pengembangan
dan pusat pertumbuhan wilayah).

Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini menguraikan mengenai permasalahan pembangunan
daerah dan isu strategis yang mempengaruhi dalam perencanaan
pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan dirumuskan
berdasarkan capaian kinerja pembangunan yang disajikan pada Bab
II, berupa permasalahan yang bersifat dominan/signifikan. Isu
Strategis mengidentifikasi isu strategis yang dapat mempengaruhi
daerah (global, nasional dan regional), baik secara langsung ataupun
tidak langsung.

Visi dan Misi Daerah

Bagian ini menyajikan tentang Visi Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025 — 2045, Sasaran Visi Tahun 2025 — 2045 beserta
indikator dan target tahun 2045, dan Misi (Agenda Pembangunan)
Tahun 2025 - 2045. Visi, sasaran visi dan misi (agenda pembangunan)
dirumuskan dengan memperhatikan arahan imperatif dalam RPJPN
Tahun 2025 - 2045, sehingga harus selaras dengan visi, sasaran visi
dan misi (agenda pembangunan) RPJPN Tahun 2025 - 2045.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bagian ini menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan
berdasarkan misi (agenda pembangunan), dibagi menjadi 4 (empat)
periode 5 (lima) tahunan. Bagian ini pula, menguraikan sasaran pokok
pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2045, meliputi arah
pembangunan dan arah kebijakan transformasi, serta 45 (empat
puluh lima) Indikator Utama Pembangunan yang selaras dengan
RPJPN Tahun 2025 - 2045.

Penutup

Bagian ini memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui
manajemen risiko pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian
sasaran pembangunan di daerah.
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Bab 11
Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi.
Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, , memanjang
dari Utara ke Selatan di antara 2° 45' 28.14" - 7° 20' 59.68" Lintang Selatan dan
membentang dari barat ke timur pada koordinat 120° 22' 13.583" - 125° 4
13.029" Bujur Timur.

Luas wilayah darat sesuai Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara (peta
dasar telah mendapat persetujuan BIG) adalah seluas 3.616.013 Ha, wilayah
laut (sejauh 12 mil laut diukur dari garis Pantai) seluas kurang lebih 4.719.166
Ha, sedangkan sesuai batas administrasi luas wilayah Sulawesi Tenggara adalah
berupa daratan seluas 36.159,71 km? dan dan luas laut 110.000 km?2.
Berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan
Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, jumlah
pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 591, namun terdapat beberapa
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pulau di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum termasuk dalam
Kepmendagri tersebut diantaranya Pulau Kawi-Kawia (Busel), Pulau Ponda
(Usulan Muna Barat), Pulau Batu Tiga, Pulau Maware (Usulan Baubau) sehingga
jumlah Pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 595.Berdasarkan posisi
geografisnya, batas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
Sebelah Selatan : Provinsi NTT di Laut Flores;

Sebelah Timur : Provinsi Maluku di Laut Banda;

Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah
kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data
wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan terluas yakni
Kabupaten Konawe (5.351,85 km?).

PEMERITANAN PROVINS! SULAWES! TENGOARA

PETA ADMINISTRASI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sumber: RTRW Prov. Sultra Tahun 2014-2034

Gambar 2.1.
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024
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Konawe Kepulauan
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R g g P (Wakatobi
(s on Selatan

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.2.
Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara
Menurut Kab/Kota, 2024

Luas Total Area

Kabupaten/Kota Ibukota (Km?)
1. Buton Pasarwajo 1.669,33
2. Muna Raha 1.858,10
3. Konawe Unaaha 5.351,85
4. Kolaka Kolaka 2.958,92
5. Konawe Selatan Andoolo 4.237,74
6. Bombana Rumbia 3.293,97
7. Wakatobi Wanci 450,46
8. Kolaka Utara Lasusua 2.932,25
9. Buton Utara Buranga 1.755,83
10. Konawe Utara Wanggudu 4.219,81
11. Kolaka Timur Tirawuta 3.992,53
12. Konawe Kepulauan Langara 705,71
13. Muna Barat Laworo 818,70
14. Buton Tengah Labungkari 836,96
15. Buton Selatan Batauga 517,63
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Luas Total Area

Kabupaten/Kota Ibukota

(Km?2)
16. Kota Kendari Kendari 265,79
17. Kota Baubau BauBau 294,14
18. Sulawesi Tenggara Kendari 36.159,71

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis
Sulawesi Tenggara secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis
Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 02045’ - 06°15’
Lintang Selatan dan 120025’ - 1240945’ Bujur Timur.
b. Posisi Geostrategis
Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia.
Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi
barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau
Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan
perdagangan dalam dan luar negeri. Sulawesi Tenggara adalah salah
satu provinsi yang mencakup jazirah tenggara pulau Sulawesi dan
memiliki beberapa pulau disekitarnya serta berbatasan langsung
dengan laut banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut
dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari.
c. Kondisi/Kawasan
Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka.
Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta
pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara.
Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang
bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah
pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar
sebagian besar berada pada ketinggian 100 - 500 meter diatas
permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat, serta
terdapat Kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000
km?2.
Tabel 2.2.
Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2024
Kabupaten/Kota Tepi Laut Bukan Tepi Laut Jumlah
Kab. Kolaka 53 82 135
Kab. Konawe 33 338 371
Kab. Muna 78 108 186
Kab. Buton 66 29 95
Kab. Konawe Selatan 92 265 357
Kab. Bombana 73 70 143
Kab. Wakatobi 90 10 100
Kab. Kolaka Utara 47 86 133
Kab. Konawe Utara 61 112 173
Kab. Buton Utara 78 13 91
Kab. Kolaka Timur - 133 133
Kab. KonaweKepulauan 84 12 96
Kab. Muna Barat 33 53 86
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Kabupaten/Kota Tepi Laut Bukan Tepi Laut Jumlah

Kab. Buton Tengah 63 14 77
Kab. Buton Selatan 54 16 70
Kota Kendari 30 35 65
Kota Baubau 19 24 43
Jumlah 954 1.400 2.354

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023
3. Topografi

Topografi merupakan gambaran permukaan bumi, yang biasanya
berasosiasi dengan ciri-ciri bentuk permukaan seperti variasi relief suatu
daerah. Sebagian besar topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah berbukit
hingga bergunung, yaitu * 74% sedang selebihnya datar sampai berombak *
26%, sebagaimana disajikan pada diagram berikut :

9,916 18,689

Dataran sampai berombak

Pegunungan Relatif Rendah
Tanah berbukit

Gambar 2.3.
Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara

Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang, bergunung
dan berbukit. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe,
Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka
kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Dataran Konaweha-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 Ha.
b) Dataran Rate-rate-Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 Ha.
c¢) Dataran Waworamo-Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 Ha.
d) Dataran Tinanggea—Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 Ha.

e) Dataran Lalindu-Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 Ha.

f) Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 Ha.

g) Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 Ha.

h) Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 Ha.

i) Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 Ha.

j) Dataran Oko-oko — Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 Ha.

k) Dataran Kolaka — Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 Ha.

1) Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 Ha.

Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang
merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian.
Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini
sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut
dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40°.

RPIPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 11-5



Tabel 2.3.
Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah Tahun 2024

Kabupaten/Kota Lereng/Puncak Lembah Dataran Jumlah
Kab. Kolaka 20 9 106 135
Kab. Konawe 20 23 328 371
Kab. Muna 4 2 180 186
Kab. Buton 3 6 86 95
Kab. Konawe Selatan 18 - 339 357
Kab. Bombana 14 2 127 143
Kab. Wakatobi 24 1 75 100
Kab. Kolaka Utara 33 2 98 133
Kab. Konawe Utara 20 5 148 173
Kab. Buton Utara 2 - 89 91
Kab. Kolaka Timur 11 35 87 133
Kab. Konawe Kepulauan 1 - 95 96
Kab. Muna Barat - - 86 86
Kab. Buton Tengah 2 2 73 77
Kab. Buton Selatan 15 1 54 70
Kota Kendari 8 - 57 65
Kota Baubau - - 43 43

Jumlah 195 88 2.071 2.354

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

4. Geologi

Secara geologis Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk akibat tumbukan
(collition) dua buah lempeng besar yaitu lempeng benua yang berasal dari
Australia dan lempeng samudra yang berasal dari pacific. Akibat tumbukan
tersebut maka wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari 3 group utama batuan
penyusunnya yaitu:

- Kompleks batuan malihan di Sulawesi Tenggara terdiri dari sekis, kuarsit,
sabak dan marmer yang melampar dari kolaka utara hingga ke selatan
membentuk pegunungan Tangkelemboke, Mendoke dan Pegunungan
Rumbia.

- Kompleks ofiolit dan sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara
merupakan bagian dari lajur ofiolit Sulawesi Timur dimana diatasnya di
tutupi oleh sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara didominasi
oleh batuan ultramafik dan mafik yang terdiri dari harzburgit, dunit, werlit,
lerzolit, websterit, serpentinit, dan piroksinit. Sedangkan untuk batuan
malfik terdiri atas gabro, basalt, dolerite, mikrogabro, dan amfibolit. Untuk
batuan sedimen pelagic tersusun oleh batugamping laut dalam dan sisipan
rijang merah.

- Molasa Sulawesi tersebar luas dan umumnya menempati bagian selatan
dari jasirah Sulawesi bagian tenggara. Molasa Sulawesi yang berada di
Sulawesi Tenggara terdiri atas sedimen klastik dan sedimen karbonatan.
Sedimen klastik dari molasa Sulawesi terdiri atas Formasi Langkowala dan
Formasi Boepinang. Sedangkan sedimen karbonat yang berasosiasi dengan
batu pasir adalah formasi Eomoiko.

Potensi kandungan Nikel di Sulawesi Tenggara telah di kenal sejak jaman
Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah di eksploitasi sejak
tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappi.
Cadangan Nikel di Sulawesi Tenggara cukupbesar, jumlah cadangan nikel
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Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tenggara
sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. Adapun status
kawasan nikel di Sulawesi Tenggara terkait dengan fungsi kawasan hutan
Sulawesi Tenggara dapat terbagi kedalam: nikel Sulawesi Tenggara yang berada
pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah Aspal
Alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di sultra yang terletak di
pulau buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar
3.835.653.120 ton (DESDM Prov.Sultra, 2011). Jika disetarakan dengan jumlah
energi yang dapatdihasilkansekitar tatanan geologi pulau buton sendiri
didapatkan potensi aspal (bitumen padat) di buton setelah dilakukan studi
geokimia hidrokarbon pada contoh batu aspal Fm. Sampolakosa dari daerah
Lawele dan daerah Sampolawa, bitumen padat/oil shale dari Fm. Winto dari
daerah Sampolawa dan minyak rembesan/oilseeps pada Fm. Tondo daerah
Kapontori. Ini semua memberikan gambaran potensi hidrokarbon pada daerah
sultra sangat prospek.

Potensi kandungan Emas di Sulawesi Tenggara juga cukup besar.
Terdapat lima kabupaten yang memiliki potensi kandungan emas, yakni
Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan total
cadangan emas 1,1 juta ton senilai Rp 270 triliun, potensi terbesar berada di
Kabupaten Bombana sebesar 540 ribu ton. Potensi lain yang ada di Sulawesi
Tenggara adalah marmer seluas 206.237 juta meter kubik, dan batu gamping
seluas 188.352 hektar.

5. Hidrologi

Sumber daya alam DAS menyediakan berbagai kepentingan dalam
pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber kehidupan yang tersedia mulai dari
kebutuhan bahan makanan, air bersih, kayu dan berbagai jasa lingkungan yang
mempunyai nilai melebihi nilai ekonomi sumber daya alam tersebut. Gagasan
pengelolaan sumber daya alam DAS sering dianggap gagal terutama disebabkan
oleh adanya perubahan kondisi yang sangat cepat, permasalahan yang demikian
kompleks serta syarat dengan ketidakpastian mengenai tujuan, kebijakan dan
sasaran pengelolaan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu merupakan salah satu DAS prioritas
di Sulawesi Tenggara karena disamping memiliki fungsi hidrologis sebagai
sumber utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan Teluk Kendari, juga
terdapat berbagai sarana dan prasarana vital seperti Bandar Udara Halu Oleo,
Kampus Universitas Halu Oleo, Polda Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Secara
administrasi DAS Wanggu dibagi atas dua daerah otonom yaitu Kota Kendari
(26,38 %) dan Kabupaten Konawe Selatan (73,62%) dengan total luas 33.208
hektar (BPDAS Sampara, 2003). Bagian hilir DAS Wanggu merupakan wilayah
Kota Kendari, sedangkan hulunya merupakan Kabupaten Konawe Selatan.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang melintasi
hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya
potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri,
rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai
(DAS) Konaweha, melintasi Kabupaten Kolaka dan Konawe. DAS tersebut seluas
7.150,68 km? dengan debit air rata-rata 200 m3/detik. Bendungan Wawotobi
yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di
daerah Konawe seluas 18.000 ha. Selain itu, masih dapat dijumpai banyak
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aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga
berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti : Sungai
Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana
(Kecamatan Rumbia dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka
Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka dan Sungai
Sampolawa di Kabupaten Buton. Di samping sungai-sungai tersebut terdapat
pula 2 (dua) rawa yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di
Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten
Kolaka.

6. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi
Sulawesi Tenggara dapat dibedakan ke dalam 5 (lima) klasifikasi iklim, yaitu:

Tabel 2.4.
Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi
Sulawesi Tenggara

No. Tipe Iklim Wilayah

1. B Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kab. Konawe Utara)
Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kab. Konawe Selatan)
Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kab. Kolaka Utara)
Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kab. Muna)

2. C Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kab.
Konawe)
Sekitar Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Konda (Kab. Konawe
Selatan)
Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako(Kab. Kolaka)
dan Mowewe (Kab. Kolaka Timur)
Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kab. Buton)
Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kab. Bombana)
Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Baubau)
Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara)

3. D Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kab. Konawe)
Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landono, Angata
(Kab. Konawe Selatan)
Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kab.
Kolaka Timur)
Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori,
Lasalimu, Gu (Kab. Buton)
Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab.
Bombana)
Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Baubau)
Sekitar Kota Kendari
Sekitar Kecamatan Tikep dan Lawa (Kab. Muna Barat)

4. E Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kab. Buton Tengah)
Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi)
S. G Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi)

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Sulawesi Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan
musim penghujan. Berdasarkan catatan di 4 stasiun Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan di wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara sebagai berikut:
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Tabel 2.5.
Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari) Tahun 2024

Stasiun Stasiun Stasiun Mzt::::ll; i
Meteorologi Meteorologi Klimatologi 2 g
Bulan iy A Sangia Ni
Maritim Betoambari Konawe
3 Bandera
Kendari Baubau Selatan
Kolaka

Januari 15 17 18 15
Februari 21 20 16 18
Maret 19 21 22 22
April 14 13 15 19
Mei 19 15 22 18
Juni 21 23 20 24
Juli 17 8 22 24
Agustus 16 11 20 17
September 11 8 17 18
Oktober 17 20 19 22
November 18 26 16 23
Desember 15 22 15 23

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024.

7. Penggunaan Lahan

a.

Kawasan Hutan

Berdasarkan SK.81155/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 dan data
BPS tahun 2022 disebutkan bahwa luas kawasan hutan dan konservasi
perairan Sulawesi Tenggara adalah 3.742.909 Ha, terdiri atas : Kawasan
Hutan Nasional (108.415 Ha), Kawasan Hutan Marga Satwa (162.656
Ha), Kawasan Hutan Suaka Alam (7.905 Ha), Kawasan Hutan Cagar
Alam (1.457 Ha), Kawasan Hutan Taman Raya (7.849 Ha), Hutan
Lindung (1.080.819 Ha), Hutan Produksi Tidak Tetap (408.995 Ha),
Hutan Produksi Tetap (448.011 Ha), Taman Nasional Laut (1.315.552
Ha), dan Taman Bawah Laut (105.079 Ha).

Keberadaan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan dalam
rangka meningkatkan potensinya di Sulawesi Tenggara, mengingat
kawasan hutan dihadapkan pada tantangan dan permasalahan
diantaranya : kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman
transmigrasi dan budidaya pertanian non kehutanan, izin pinjam pakai
kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, izin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu pada hutan alam dan HTI, serta permasalahan
kebakaran hutan dan lahan.

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pada tahun 2017
kawasan budidaya pada penggunaannya terbagi atas lahan sawah
irigasi seluas 100.121,8 Ha, lahan sawah non irigasi 28,564,1 Ha,
sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas penggunaannya yaitu
tanah perkebunan seluas 683.504,0 Ha, tanah tegalan/kebun seluas
231.171,2 Ha, tanah ladang/huma seluas 141.731.5 Ha, tanah padang
rumput 105.885,4 Ha, Sementara tidak diusahakan seluas 222,909,0
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Ha dan Lainnya seluas 1.442.357,5 Hadan untuk luas lahan budidaya
air tawar seluas 20.885 Ha.

Kawasan Lindung

Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah
ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai
berikut :

Kawasan Suaka Alam yang meliputi :

- Cagar Alam Napabalano

- Cagar Alam Lamedai

- Cagar Alam Kakinauwe

- Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
- Suaka Margasatwa Buton Utara

- Suaka Margasatwa Tanjung Peropa

- Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo

- Suaka Margasatwa Lambusango.

Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi :

- Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa

- Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai

- Taman Nasional Laut Wakatobi

- Taman Wisata Alam Mangolo

- Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo

- Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
- Taman Wisata Alam Teluk Lasolo

- Taman Buru Mata Osu

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah

yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan
budidaya, seperti : perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan
dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kawasan
strategis provinsi merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Industri Pertambangan yang terdiri atas:

1)

2)

5)

PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara
dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan
Kabupaten Konawe bagian selatan;

PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton
dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna,;
PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana
dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan,
Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan;

PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup
Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka
Utara bagian selatan; dan

PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan
mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe bagian utara.

b. Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
c. Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
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Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;

Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe;
Kawasan industri semen di Pulau Muna;

Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan

Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan
Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

S pm e o

Selain membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Kawasan
strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, Rencana Tata Ruang Wilayah juga
membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat-pusat kegiatan
industri, adapun pusat-pusat kegiatan industri yang direncanakan Provinsi
Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara

No. Pusat-Pusat Kegiatan Lokasi
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kendari (I/B/1)

2. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) Baubau (I/B/1)

3. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Unaaha (II/B/1)

Lasolo (II/B/1)
Raha (II/B/1)
Kolaka (II/B/1)

4. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Pasarwajo (II/B/1)
Wangi-Wangi (II/B/1)
5. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pomalaa

Langara

Usuku

Kasipute

Sikeli

Lasusua

Andoolo

Wanggudu

Perkotaan Buranga dan sekitarnya

Tirawuta

Laworo

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Keterangan:

I-1V : Tahapan pengembangan

A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi

B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
B/ 1 Pengembangan/ peningkatan fungsi

B/ 2 Pengembangan baru

B/ 3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

C :Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
C/ 1 Pengembangan/ peningkatan fungsi

C/ 2 Pengembangan baru

C/ 3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
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Gambar 2.4.
Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara
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Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi

dalam beberapa sektor unggulan, yaitu :

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor Pertanian terdiri dari Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
Untuk Sektor Pertanian Tanaman Pangan yang diusahakan di Sulawesi
Tenggara terdiri dari (1) Padi Sawah, (2) Padi Ladang, (3) Jagung, (4) Kacang
Kedelai, (5) Kacang Tanah, (6) Kacang Hijau, (7) Ubi Kayu, dan (8) Ubi jalar.
Sedangkan untuk Sektor Peternakan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara
terdiri dari: (1) Populasi hewan ternak yaitu Sapi Potong, Sapi Perah,
Kerbau, Kambing, Babi, Kuda, Ayam Burasm Ayam Ras Petelur, Ayam Ras
Pedaging, Itik, Itik Manila, Puyuh, (2) Populasi hewan petelur yaitu Ayam

Buras, Ayam Ras Petelur, Itik, Itik Manila dan Puyuh.

Adapun produksi Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.

Capaian dan Target Kinerja Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

No
Utama 2019 2020 2021 2022 2023*

1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Padi 519.707 532.773 530.029 478.958 475.267
Jagung 279.170 179.906 150.561 142.966 84.044
Kedelai 1.540 629 574 11.053 4.902
Kacang Tanah 3.221 3.046 3.104 2.402 1.964
Kacang Hijau 449 804 296 223 520
Ubi Kayu 144.752 167.769 137.657 121.050 112.688
Ubi Jalar 17.682 17.707 15112.688.469 14.040 19.494

2. Jumlah Populasi Ternak (Ekor)
Sapi Potong 330.594 361.568 391.479 409.946 436.259
Sapi Perah 37 51 46 30 40
Kerbau 2.162 2.349 2.544 2.812 3.158
Kambing 183.725 195.128 204.357 216.478 228.229
Babi 90.524 98.108 108.606 117.378 124.525
Kuda 712 644 667 638 695
Ayam Buras 10.861.007 11.088.813 11.572.793 11.526.848 12.359.451
Ayam Ras Petelur 463.163 455.719 473.916 175.663 121.231
Ayam Ras Pedaging 4.453.326 4.477.630 5.122.986 8.539.697 9.644.576
Itik 543.904 577.699 609.651 634.618 663.692
Itik Manila 43.578 42.942 45.353 47.007 50.114
Puyuh 6.319 9.266 3.724 2.300 3.086

3. Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg)
Produksi Daging
Sapi 4.437.749 3.720.990 4.521.025 4.983.394 5.213.814
Kerbau 35.832 17.183 32.303 19.986 31.374
Kambing 312.734 324.283 205.081 224.474 234.038
Babi 895.349 624.514 556.432 610.266 651.517
Kuda 15.600 9.684 16.800 6.150 5.400
Ayam Buras 11.708.166 11.953.741 12.475.471 12.425.942 13.323.489
Ayam Ras Petelur 339.314 333.873 352.453 130.642 134.783
Ayam Ras Pedaging 4.038.944 5.092.956 5.826.722 9.713.241 10.969.953
Itik 341.026 362.216 381.182 397.905 416.135
Itik Manila 28.760 28.342 29.912 31.027 33.076
Puyuh 1.391 2.039 819 506 679
Produksi Telur
Ayam Buras 7.047.707 7.195.531 10.277.404 10.236.602 10.976.008
Ayam Ras Petelur 3.487.618 5.724.897 6.135.121 2.274.061 2.346.142
Itik 3.488.601 6.705.361 4.885.177 5.085.240 5.318.212
Itik Manila 239.243 235.752 248.988 258.068 275.126
Puyuh 10.975 16.094 6.468 3.995 5.360
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Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
Keterangan:
* = Angka bersifat sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tahun 2023 (angka sementara), produksi
Sektor Pertanian Tanaman Pangan secara berurutan didominasi oleh
produksi padi sawah sebesar 475.267 ton, produksi ubi kayu mencapai
112.688 ton dan produksi jagung 84.044 ton. Untuk populasi ternak, Tahun
2023 secara berurutan didominasi oleh ternak ayam buras mencapai
12.359.451 ekor, ternak ayam ras pedaging 9.644.576 ekor dan ternak itik
663.692 ekor. Selanjutnya untuk produksi telur secara berurutan
didominasi oleh ternak ayam buras 10.976.008 kg, ternak itik 5.318.212
kg dan ternak ayam ras petelor 2.346.142 kg. Selanjutnya, Sektor
Perkebunan dan Hortikultura yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri
dari tanaman kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, pala,
bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian. Adapun produksi
Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.

Tabel 2.8.
Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan
Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023

Capaian Kinerja (Ton)

No. Indikator 2019 2020 2021 2022  2023*
1. Kakao 115.024 114.003 107.053 104.649 101.736
2. Jambu Mete 50.861 52.777 51.700 36.285 33.504
3. Kelapa Dalam 37.528 38.397 39.155 40.208 41.186
4. Cengkeh 13.420 13.434 9.490 13.438 14.927
S. Lada 5.716 5.604 5.579 5.469 5.447
6. Kopi 2.765** 2.675** 2.776 2.732 2.799
7. Pala 599** 710%* 763 585 634
8. Bawang Merah 390 655 1.015 449 491
9. Cabai Rawit 3.669 3.801 4.287 3.915 3.449
10. Cabai Besar 1.408 1.963 2.411 2.540 4.529
11. Jeruk 27.267 50.214 22.268 20.559 10.974
12. Durian 11.191%** 9.244 ** 12.885 23.745 14.097

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023
Keterangan:

* = Angka bersifat sementara

**= Data produksi dalam buku statistik namun tidak menjadi target iku pada tahun bersangkutan

Dari tabel di atas terlihat bahwa Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan
Hortikultura di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami fluktuasi
peningkatan dan penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan.
Angka sementara Tahun 2023 untuk produksi Sektor Tanaman Perkebunan
dan Hortikultura yang terbesar adalah Tanaman Kakao sebesar 101.763 ton
dan yang terkecil adalah Tanaman Bawang Merah yang hanya mencapai 491
ton.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah produksi
Tanaman  Perkebunan dan  Hortikultura yaitu Faktor Internal
(OPD/Pemerintah) antara lain karena keterbatasan dukungan anggaran
APBD dan masih terbatasnya tenaga pendamping petani perkebunan dan
hortikultura (tenaga penyuluh, pengamat opt dan pengawas/sertifikasi
benih). Sedangkan Faktor Eksternal (Petani/Lahan) antara lain (1) Budidaya
tanaman tidak sesuai GAP, (2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit
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tanaman; (3) Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat; (4)
Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat; (5) Belum
optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan
hortikultura. Di samping faktor penghambat tersebut di atas, terdapat faktor
pendukung yang mampu mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi
yaitu Faktor Internal (OPD/Pemerintah) antara lain (1) Dukungan angaran
APBN melalui Dana APBN (Satker Perkebunan, Satker Hortikultura dan
Satker PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia); (2) Berkembangnya
beberapa kawasan Perkebunan dan Hortikultura yang telah ditetapkan
secara resmi oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
45/kpts/PD.200/1/2015 dan Kepmentan No. 472 /Kpts/RC.040/2018; dan
(3) Keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam regulasi, pembinaan,
pengawasan dan pelayanan publik. Sedangkan faktor Faktor Eksternal
(Petani/lahan) antara lain; (1) Potensi Lahan dan iklim yang mendukung
untuk berbudidaya tanaman perkebunan dan hortikultura; (2) Strategisnya
letak Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan akses
pasokan benih dan pemasaran produk petani; (3) Terbukanya pasar domestik
maupun ekspor produk hasil perkebunan dan hortikultura; (4) Tingginya
minat petani untuk mengusahakan komoditi perkebunan dan hortikultura;
dan (5) Harga jual komoditi perkebunan dan hortikultura yang relatif stabil
jika dibandingkan dengan komoditi pangan.

b. Sektor Perikanan

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis penopang
perekonomian di Sulawesi Tenggara. Produksi perikanan itu sendiri
diartikan sebagai semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air
lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami
atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan
perikanan maupun rumah tangga perikanan.

Produksi Perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra) setiap tahun mengalami
peningkatan. Produksi yang berlimpah ini mampu memenhui kebutuhan
wilayah sekitar seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Batam dan Semarang.
Di samping itu juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekspor yang
cukup tinggi. Data produksi sektor perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9.
Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 - 2023

Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023

No. Indikator

1. Rata-rata kontribusi sektor 11,25 11,6 11,6 11,8 11,6
unggulan daerah terhadap PDRB
(Subsektor perikanan) (persen)

2. Jumlah total Produksi Perikanan 707,41 636,868 660,877 687,25 681,90
(tangkap dan budidaya dari
seluruh Kabupaten/Kota di
Wilayah Provinsi (Ribu Ton)

3.  Persentase Kepatuhan Pelaku - 70 85 87 77,08
Usaha KP terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Persen)

4. Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) 71,13 70,51 70,95 73,38 73,58
5.  Cakupan bina kelompok 131 131 135 135 135
(Pokmaswas)
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Capaian Kinerja

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

6. Produksi perikanan kelompok 254,03 255,178 254,553 266,574 266,574*
nelayan (Ribu Ton)

7. Rasio Kawasan lindung perairan 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96

terhadap total luas perairan
territorial (Juta Hektar luas
kawasan konservasi)
8.  Nilai Tukar Nelayan 117,02 97,45 102,65 102,46 99,41

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah
memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah.
Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus
mengalami peningkatan dari 118,09 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp
176,18 triliun pada tahun 2023.

Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten
berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS
Prov. Sultra) dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya
waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat
dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu
indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran
pembangunan yang dikelola setiap tahun.

Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi peningkatan pasca pandemi
covid 19 pada tahun 2020-2021. Hal ini juga ditunjukkan pada
meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB Provinsi
Sulawesi Tenggara. Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN)
pasca pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) telah dan terus bergerak cepat dengan menyalurkan
berbagai bantuan untuk nelayan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan
nelayan agar lebih berdaya saing di bidang usaha penangkapan ikan.

Kebijakan dan implementasi revitalisasi perikanan tangkap dilakukan
dengan menerapkan berbagai strategi yang diarahkan untuk
meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, yang antara lain
diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kualitas sumberdaya
manusia, peningkatan penjagaan mutu dan nilai tambah, perluasan
akses pasar dan pemasaran hasil,serta meningkatkan keberhasilan dan
prasarana pendukung usaha perikanan tangkap. Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga membuka komunikasi
dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi
kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih
berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta
meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di
kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan
yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan
pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain,
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meningkatkan regulasi dan lebih mengefisienkan pengurusan izin
operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk
berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut
salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka
produksi perikanan tangkap di tahun 2023. Namun demikian
peningkatan produksi perikanan tangkap tersebut tidak secara langsung
berimplikasi pada peningkatan nilai indeks kesejahteraan nelayan di
Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut tergambar pada data yang
dirilis oleh Pusdatin KKP dimana indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara
mengalami penurunan dalam kurun lima tahun terakhir, meskipun ada
sedikit peningkatan pasca pandemi covid 19 pada tahun 2021dan pada
tahun 2023 kembali mengalami penurunan dimana indeks NTN tidak
mencapai nilai 100. Sebagaiman data yang dirilis oleh Pusdatin KKP
dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023
hanya mencapai 99,41 dimana nilai NTN ini sempat mengalami
penurunan signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 102,46. Faktor
penurunan indeks NTN tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh
meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga nelayan yang mana disisi
lain harga-harga kebutuhan bahan pokok juga terus mengalami
kenaikan.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan
potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan
masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat
mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil
usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi
keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat
berpengaruh terhadap taraf kehidupannya.

Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk
mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi
masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk
perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan
perikanan. Sampai akhir Desember tahun 2023 Angka Konsumsi Ikan
Nasional mencapai 57,61 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara
mencapai 73,58.

Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai
dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil
perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi
sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan
ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat ini produk hasil
olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal,
restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagi
kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup
terjangkau.

Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka
meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan
intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan
kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein
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lainnya. Salah satu strategi yang tetap dilakukan hingga saat ini adalah
pelaksanaan Program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan
Ikan), dimana salah satu bentuk kegiatannya adalah lomba masak serba
ikan.

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola
dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumbrdaya ikan
dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri
atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi
Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud
meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:

a) Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo
dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;

b) Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan;
Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton,
Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana;
dan,

c) Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu
Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan
Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan
tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistim
Pengawasan  Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan
POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi
dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi
dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Jumlah POKMAWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135
kelompok. Namun berdasarkan status keaktifannya, hingga Desember
2023 hanya tercatat sebanyak 28 kelompok yang aktif menjalankan
tupoksinya. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target
awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2023, hanya 13
kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan.

c. Sektor Pertambangan

Potensi kandungan nikel di Sulawesi Tenggara telah dikenal sejak jaman
Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah dieksploitasi
sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo
Maatschappi. Cadangan nikel di Sulawesi Tenggara cukup besar, jumlah
cadangan nikel Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi
Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480
ribu Ha. Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah
aspal alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di Sulawesi
Tenggara yang terletak di Pulau Buton dengan jumlah cadangan
2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Provinsi
Sulawesi Tenggara, 2011). Nikel dan aspal merupakan dua jenis produksi
pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Tahun 2016 jumlah pr
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Produksi nikel mengalami sebesar 1.539.426 ton, tahun 2018
peningkatannya cukup signifikan yaitu mencapai 20.220.717 ton dan pada
tahun 2019 produksi Nikel mencapai 23.967.146 ton. Peningkatan produksi
Nikel tersebut seiring dengan beroperasinya perusahaan nikel yang berada
di Kabupaten Konawe dan menjadi Kawasan Industri Nasional. Sementara
itu, produksi pertambangan Aspal dari tahun ke tahun mulai mengalami
peningkatan. Pada tahun 2016 produksi Aspal hanya mencapai 3.957 ton,
tahun 2017 dan tahun 2018 terus meningkat masing-masing sebesar
15.821 ton dan 20.625 ton, dan pada tahun 2019 peningkatan produksi
Aspal naik signifikasi hingga mencapai 71.113 ton. Peningkatan produksi
tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan Aspal
Buton sebagai bahan untuk pembangunan infrastruktur jalan secara
nasional. Untuk meningkatkan Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi
Sulawesi Tenggara, khususnya untuk meningkatkan produksi sektor-sektor
unggulan, maka perlu ditetapkan arah kebijakan penataan ruang yang
mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas :

a) Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan secara proporsional
melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta
kelautan dan perikanan;

b) Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan
sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal
melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;

c) Menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung
pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, seimbang dan
berkesinambungan,;

d) Menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor
unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan
wilayah sekitar; dan

e) Pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor
unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti
luas terdiri atas:

a) Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan untuk pengembangan
pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta
pengembangan lahan peternakan secara proporsional;

b) Mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas
dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan
dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap
pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;

c) Mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan,
perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan
dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan

d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola
sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta
peternakan  secara  profesional dan  berkelanjutan  melalui
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

RPIPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 11-19



Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri
atas:

a) Menata dan menetapkan kawasan pertambangan;

b) Mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu
kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara
terpadu;

c) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang
aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha
ekonomi pada wilayah sekitar;

d) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang
aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;

e) Mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan
pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi
masyarakat sekitar;

f) Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif
maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan
limbah pabrik pengolahan; dan

g) Pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif untuk
mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan
melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan
pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan
terdiri atas :

a) Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan secara proporsional
melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;

b) Meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan
sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional,
wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara
terpadu;

c) Menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan
kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan
kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha
ekonomi wilayah sekitar;

d) Melindungi dan mengelola sumber daya kelautan untuk kebutuhan
perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumber daya hayati
untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan

e) Mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara
profesional dan berkelanjutan.

B. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi
menjadi :

1. Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari :

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu diseluruh wilayah
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah
Kabupaten Wakatobi
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b. Kawasan Rawan gelombang pasang, yaitu : wilayah Kabupaten
Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten
Buton Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten
Konawe Utara, dan Kabupaten Wakatobi.

c. Kawasan Rawan Banjir, yaitu : wilayah Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten
Wakatobi.

2. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

a. Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu : Kabupaten Konawe Selatan,
Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton
Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan wilayah laut provinsi
bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.

b. Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu :

e Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka
Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten
Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara.

e Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah
kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten
Kolaka Utara.

e Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se-
Sulawesi Tenggara.

e Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten
Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara,
Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari,
Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan Kabupaten Konawe
Kepulauan.

c. Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang
dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe
Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten
Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana,
dan Kota Kendari.

d. Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka
Timur.

e. Kawasan Rawan Gas Beracun H2S (Hidrogen Sulfida), terdapat di
wilayah Kabupaten Kolaka.
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Selain Kawasan Rawan Bencana di atas, kecelakaan laut juga sangat
potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan
terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang
laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan
tersebut dari waktu ke waktu.

& v .
LAUT FLORES q

-~

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara

Selama Tahun 2023, tercatat terdapat 12 bencana yang terjadi di Provinsi
Sulawesi Tenggara. Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca
ekstrim (4 kejadian), banjir (3 kejadian) dan kekeringan (3 kejadian) (BNPB,
2023). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023,
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki indeks risiko sebesar 153,08 dan tergolong
tinggi. Berikut grafik yang menggambarkan besaran nilai indeks risiko bencana
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023:
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®Indeks Risiko Bencana ., o6 16000 157.9 155.79 153.08

Prov. Sultra

Sumber : BNPB, 2024.

Gambar 2.7.
Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023
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2.1.2. Demografi

Dalam Buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023 dinyatakan
bahwa salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang
dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, Sensus penduduk telah dilaksanakan
sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980,
1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya
dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap
penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus
penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode
kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan
(Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar
pelaksanaan SP2020, sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA
KEPENDUDUKAN INDONESIA”.

SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial
Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing
(WNA) yang telah menetap atauberencana menetap di wilayah Indonesia selama
minimal satu tahun, WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di
luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta
keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang
sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Berdasarkan proyeksi
penduduk Interim 2020-2023, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022
sebanyak 2.701.661 jiwa yang terdiri atas 1.366.872 penduduk laki-laki dan
1.334.789 penduduk perempuan. Penduduk tahun 2023 sebesar 2.749.01
terdiri dari laki-laki 1.392.54 jiwa dan perempuan sebesar 1.356.47 jiwa.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020 - 2023

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)

Wilayah 2020 2021 2022 2023
Buton 114.800 116.600 118.410 120.210
Muna 214.750 218.060 221.370 224.690
Konawe 255.640 260.2 90 264.930 269.520
Kolaka 237.130 240.100 243.040 245.930
Konawe Selatan 307.470 312.920 318.350 323.790
Bombana 150.160 152.860 155.510 158.110
Wakatobi 110.880 112.760 114.620 116.450
Kolaka Utara 137.000 139.890 142.770 145.640
Buton Utara 66.270 67.200 68.090 68.950
Konawe Utara 67.510 69.100 70.680 72.250
Kolaka Timur 120.330 122.170 123.980 125.770
Konawe Kepulauan 36.900 37.610 38.310 39.000
Muna Barat 84.200 85.900 87.590 89.290
Buton Tengah 113.960 115.800 117.630 119.460
Buton Selatan 94.680 96.320 97.950 99.580
Kota Kendari 344.540 351.060 357.650 364.220
Kota Baubau 158.820 161.280 163.720 166.150
Sulawesi Tenggara 2.615.030 2.659.940 2.704.610 2.749.010

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024
Pada tabel 2.10 di atas terlihat bahwa Jumlah Penduduk Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar 2.749.010 jiwa dimana Kota Kendari
memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 364.220 jiwa atau sebesar 13,25%
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dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya komposisi
jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar
39.000 ribu atau hanya mencapai 1,42% dari total jumlah penduduk Provinsi

Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.11.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP

Tahun 2020-2023 dan Tahun 2020-2024

Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun(%)

Kabupaten/Kota 2020-2023 2020-2024
Buton 1,56 1,55
Muna 1,53 1,51
Konawe 1,74 1,73
Kolaka 1,26 1,23
Konawe Selatan 1,77 1,75
Bombana 1,76 1,72
Wakatobi 1,62 1,61
Kolaka Utara 2,07 2,04
Buton Utara 1,24 1,24
Konawe Utara 2,30 2,27
Kolaka Timur 1,51 1,48
Konawe Kepulauan 1,88 1,85
Muna Barat 1,98 1,95
Buton Tengah 1,47 1,48
Buton Selatan 1,63 1,62
Kota Kendari 1,98 1,93
Kota Baubau 1,55 1,52
Sulawesi Tenggara 1,69 1,67

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Periode Tahun 2020-2023, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi
berada pada Kabupaten Kolaka Utara sebesar 2,07 persen dan terendah
sebesar 1,24 persen adalah Kabupaten Buton Utara. Periode Tahun 2020-
2024, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi Kabupaten Konawe Utara
sebesar 2,27 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk terendah berada pada 2
(dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kolaka sebesar 1,23 dan Buton Utara

sebesar 1,24 persen.

Tabel 2.12.

Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota

Distribusi Penduduk (Persen)

2023 2024
Buton 4,37 4,37
Muna 8,17 8,16
Konawe 9,80 9,81
Kolaka 8,95 8,91
Konawe Selatan 11,78 11,79
Bombana 5,75 5,75
Wakatobi 4,24 4,23
Kolaka Utara 5,30 5,32
Buton Utara 2,51 2,50
Konawe Utara 2,63 2,64
Kolaka Timur 4,58 4,57
Konawe Kepulauan 1,42 1,42
Muna Barat 3,25 3,26
Buton Tengah 4,35 4,34
Buton Selatan 3,62 3,62
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Distribusi Penduduk (Persen)

Kabupaten/Kota 2023 2024
Kota Kendari 13,25 13,27
Kota Baubau 6,04 6,03
Sulawesi Tenggara 100 100

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024

Distribusi Penduduk Tahun 2023 tertinggi Kota Kendari sebesar 13,25
persen dan terendah di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 1,42 persen.
Tahun 2024, Distribusi Penduduk tertinggi masih barada di Kota Kendari
sebesar 13,27 persen dan Distribusi Penduduk terendah berada di Kabupaten
Konawe Utara yaitu 1,42 persen.

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun) Laki-Laki T Jumlah
04 134,14 130,68 264,81
59 126,68 123,89 250,57
10-14 126,62 121,62 248,24
15-19 127,48 119,51 246,98
2024 124,60 118,27 242,87
25-29 121,00 116,36 237,36
30-34 113,01 109,53 222,53
35-39 103,46 101,12 204,58
40-44 94,04 92,14 186,18
45-49 83,66 82,12 165,77
50-54 70,28 69,19 139,47
55-59 56,54 55,80 112,34
60-64 43,18 43,13 86,30
65-69 30,41 30,96 61,36
70-74 19,77 20,95 40,72
75+ 17,70 21,22 38,92
Jumlah 1.392,54 1.356,47 2.749,01
Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024
Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 - 2025 (ribu jiwa) Berdasarkan
Hasil Proyeksi SP 2020
2023 2024 2025
+ + +
No Kab/Kot I;;l;i; Prp ll,.:ll’:i- Ii.l,aakkii- Prp f;ll):i- ]i.l.aakkii- Prp ll’;ii-
Laki Laki Laki
1 Buton 60,73 59,49 120,21 61,61 60,42 122,03 62,50 61,35 123,85
2 Muna 110,62 114,06 224,69 112,33 115,66 227,98 114,02 117,24 231,27
3 Konawe 139,32 130,21 269,52 141,58 132,49 274,07 143,82 134,73 278,55
4 Kolaka 125,54 120,40 24593 126,96 121,80 248,76 128,35 123,19 251,54
5 Konawe 165,81 157,98 323,79 168,43 160,78 329,21 171,03 163,59 334,62
Selatan
6 Bombana 79,94 78,17 158,11 81,21 79,45 160,65 82,46 80,70 163,16
7 Wakatobi 58,45 58,00 116,45 59,38 58,88 118,26 60,30 59,74 120,04
8  Kolaka 74,37 71,27 145,64 75,77 72,72 148,50 77,18 74,18 151,36
Utara
9 Buton 35,17 33,78 68,95 35,58 34,22 69,80 35,96 34,65 70,62
Utara
10 Konawe 37,23 35,02 72,25 37,99 35,84 73,83 38,75 36,65 75,40
Utara
11  Kolaka 64,43 61,34 125,77 65,26 62,29 127,55 66,08 63,23 129,31
Timur
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2023 2024 2025

q Prp + q Prp + q Prp +

NoRKab/Itot Ii:l;:; Prp Laki- I;,aakl:i- Prp Laki- I;,aakl:i- Prp Laki-

Laki Laki Laki

12 Konawe 19,79 19,20 39,00 20,15 19,54 39,69 20,48 19,87 40,35
Kep

13 Muna 44,29 45,00 89,29 45,15 45,80 90,96 46,03 46,61 92,63
Barat

14 Buton 59,92 59,54 119,46 60,87 60,42 121,29 61,81 61,30 123,11
Tengah

15 Buton 50,38 49,20 99,58 51,20 50,00 101,19 52,01 50,79 102,79
Selatan

16 Kota 183,56 180,66 364,22 186,84 183,92 370,76 190,09 187,18 377,27
Kendari

17 Kota 83,00 83,15 166,15 84,20 84,34 168,54 85,39 85,50 170,89
Baubau

Sulawesi 1.392,54 1.356,47 2.749,01 1.414,51 1.378,56 2.793,07 1.436,26 1.400,48 2.836,74
Tenggara

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi
A. Pertumbuhan PDRB

Kontribusi nilai tambah yang tercipta dari setiap lapangan usaha di
suatu wilayah menggambarkan struktur perekonomian wilayah tersebut.
Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan akan menjadi kategori yang
menunjukan ciri khas ekonomi wilayah tersebut. Dalam kurun waktu lima
tahun terakhir (2018-2023) struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara
didominasi oleh sektor primer yang sangat bergantung pada alam. Kayanya
potensi sumber daya alam yang diberdayakan oleh masyarakat terlihat dari
tingginya persentase PDRB Sulawesi Tenggara pada 5 (lima) lapangan usaha
utama, yakni: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor
Pertambangan dan Penggalian; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; dan sektor Industri Pengolahan. Kelima
sektor lapangan usaha tersebut memiliki peranan yang cukup dominan yakni
diatas 70 persen terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara.

Tahun 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi
sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB
Sulawesi Tenggara, yaitu mencapai 21,99 persen. Sektor berikutnya yang juga
memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara
tahun 2023 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,65 persen;
kemudian disusul sektor Konstruksi sebesar 13,72 persen; dan sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan kontribusi
sebesar 13,14 persen; serta sektor Industri Pengolahan sebesar 8,38 persen.
Dalam empat tahun terakhir, kelima sektor tersebut menunjukkan tren
kontribusi positif yang mengalami peningkatan.

Tabel 2.15.
Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesti
Tenggara Tahun 2018 - 2023

No Sektor iliaTin
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Pertanian, Kehutanan, dan 23,96 23,73 24,13 23,6 23,25 21,99
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Tahun

No Sektor 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Perikanan

2. Pertambangan &penggalian 20,83 21,04 19,79 19,35 20,27 21,65

3. Industri pengolahan 6,17 6,4 7,25 7,63 8,36 8,38

4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

5. Pengadaan Air, 0,18 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14

PengelolaanSampah, Limbah
dan daurUlang

6. Kontruksi 13,49 13,69 13,58 14,51 13,55 13,72
7. Perdagangan Besar & 12,64 12,77 12,54 12,78 12,81 13,14
Eceran, dan Reparasi Mobil
& SSepeda Motor
8. Transportasi dan 4,59 4,43 4,07 3,82 4,34 4,64
Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi & 0,58 0,56 0,55 0,53 0,52 0,5
Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi 1,82 1,79 1,9 1,76 1,69 1,58
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,35 2,34 2,39 2,5 2,42 2,35
12. Real Estate 1,4 1,34 1,34 1,3 1,22 1,14
13. Jasa Perusahaan 0,2 0,2 0,2 0,19 0,2 0,2
14. Adm Pemerintahan, 5,09 4,89 5,18 4,99 4,61 4,1
Pertahanan & Jaminan
Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 4,51 4,48 4,67 4,64 4,51 4,41
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,9 0,91 1 1,02 0,93 0,87
Sosial
17. Jasa Lainnya 1,26 1,22 1,2 1,17 1,14 1,15
PDRB 100 100 100 100 100 100

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023
B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan nilai PDRB atas
dasar harga konstan (riil) yang dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan
pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang
menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.
Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila
terjadi peningkatan nilai PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah
atau wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan
I Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,78 persen terhadap Triwulan I Tahun 2023 (y-
0-y). Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya percepatan kemajuan
ekonomi dibanding Triwulan IV Tahun 2023 terhadap Triwulan IV Tahun 2022
(y-0-y) dan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Triwulan IV Tahun 2021 yang
mengalami pertumbuhan 5,25 persen dan 5,57 persen. Pada triwulan IV 2021,
perekonomian Sulawesi Tenggara melanjutkan pemulihan dan berhasil tumbuh
sebesar 7,66 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,6
persen (y-o-y). Perbaikan ekonomi Sulawesi Tenggara sejalan dengan perbaikan
penangangan pandemi Covid-19 yang mendorong perbaikan kondisi dunia
usaha, memperbaiki permintaan dari mitra dagang dan meningkatkan mobilitas
masyarakat. Selain itu perekonomian Sulawesi Tenggara sudah berada pada
level yang lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi. Dari sisi permintaan,
pertumbuhan positif yang terjadi pada perekonomian Sulawesi Tenggara
didorong oleh peningkatan kinerja investasi sejalan dengan realisasi investasi
industri pengolahan nikel, makanan minuman, aspal dan gula serta
peningkatan konsumsi rumah tangga selaras dengan membaiknya kondisi
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pandemi

Covid-19. Sementara

itu dari sisi penawaran, perbaikan laju

pertumbuhan perekonomian selaras dengan akselerasi kinerja lapangan usaha
utama yaitu lapangan usaha konstruksi, perdagangan, pertanian dan industri
pengolahan ditengah terjaganya kinerja lapangan usaha pertambangan

10

0

7.66

0.6

—&— Seriesl

5.57 5.05 5.78

-

TW IV 2020 (Y-O-Y) TW IV 2021 (Y-O-Y) TW IV 2022 (Y-O-Y) TW IV 2023 (Y-O-Y) TW I 2024 (Y-O-Y)

Sumber: Bank Indonesia, 2019-2024

Gambar 2.8.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2024

Tabel. 2.16.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2024

Tahun
No. Sektor 2020 2021 2022 2023 2024*
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.68 2.39 6.74 4.40 0.98
2. Pertambangan dan Penggalian -6.65 0.29 1.53 7.99 3.69
3. Industri Pengolahan 10.19 6.38 16.74 12.8 21.72
1
4.  Pengadaaan Listrik dan Gas -0.33  7.31 8.77 4.81 4.40
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 3.30 1.93 -1.39  4.92 -0.42
Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi -0.68 10.10 -0.21 0.05 4.49
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. -2.73 7.97 7.68 4.97 5.70
Mobil dan Motor
8. Transportaasi dan Pergudangan -5.26 0.14 10.23 5.19 6.21
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan -3.93 4.33 8.36 5.18 1.12

Minum

10. Informasi dan Komunikasi

8.08 3.63 9.29 5.81 7.72

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

3.22 6.89 2.85 6.33 0.49

12. Real Estate

0.42 2.82 2.42  0.85 2.96

13. Jasa Perusahaan

-3.80 1.35 12.41 5.64 11.51

14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan 3.30 1.91 4.95 4.40 18.12
Jaminan Sosial Wajib

15. Jasa Pendidikan

3.81 3.73 5.41 4.33 5.07

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

8.10 7.46 2.29 0.63 6.14

17. Jasa Lainnya

-3.92 2.43 7.48 9.06 0.66

PDRB Lapangan Usaha

-0.65 4.10 5.53 5.35 5.78

Sumber : BPS, 2024
Keterangan: * = Triwulan [

Berdasarkan tabel di atas pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun
2024 (Triwulan I) , Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
beberapa sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, yakni sektor Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Pada Triwulan I Tahun 2024,
Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar
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21,72, sedangkan pertumbuhan paling rendah adalah sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar -0,42 persen.

C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu wilayah
dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah
penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan
mempengaruhi nilai PDRB Perkapita, sedangkan besar kecilnya PDRB
tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang ada
di wilayah tersebut.

Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara atas
dasar harga berlaku mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Sulawesi
Tenggara tahun 2019 sebesar 48.514 juta rupiah; tahun 2020 sebesar 49.718
juta rupiah; tahun 2021 sebesar 52.436 juta rupiah; tahun 2022 sebesar 58.714
juta rupiah dan tahun 2023 sebesar 64.088 juta rupiah.

64,088
58,714
52,436
48,514 49,718 I
2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024

Gambar 2.9.
PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2019-2024

Tabel 2.17.
PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah) Tahun 2019 - 2023

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)

1. - ADHB 129.225,15 130.107,27 139.463,63 158.761,13 176.179,90
- ADHK 94.053,52 93.445,72 97.276,36 102.657,94 108.152,98
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)

2. - ADHB 48,51 49,72 52,45 58,76 64,09
- ADHK 35,31 35,71 36,58 38 39,34
Pertumbuhan 6,1 1,13 2,44 3,87 3,65

3 PDRB per kapita

’ ADHK 2010
(Persen)
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No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

4 Jumlah Penduduk 2.663,66 2.616,90 2.659,16 2.701,66 2.749,01
) (Ribu jiwa)
5 Pertumbuhan 0,83 -1,76 1,61 1,6 1,67

Jumlah Penduduk

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023
D. Laju Inflasi

Pada triwulan IV 2020, Sulawesi Tenggara mengalami inflasi sebesar
1,33% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
mengalami inflasi sebesar 1,43% (yoy) dan triwulan IV 2019 yang tercatat
sebesar 2,77% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, penurunan tekanan inflasi
tersebut disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada dua kelompok utama,
yaitu kelompok perumahan dan kelompok transportasi ditengah kenaikan
tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Upaya
pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Bank
Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi
Tenggara difokuskan pada upaya menjaga kestabilan harga melalui inisiasi
Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Pada triwulan IV 2021, inflasi IHK provinsi Sulawesi Tenggara tercatat
mengalami penurunan karena relatif terjaganya pasokan dan distribusi yang
lancar ditengah membaiknya mobilitas dan permintaan masyarakat karena
melandainya kasus Covid-19 dan perayaan Nataru. Pada triwulan IV 2021
tekanan inflasi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 2,58% (yoy), sedikit lebih
rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,68%
(yoy). Namun demikian inflasi pada periode laporan lebih tinggi dibandingkan
inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy) dan Regional Sulawesi yang sebesar 2,47%
(yoy). Hal tersebut didasari faktor konsumsi ikan masyarakat Sulawesi Tenggara
yang lebih besar dari Nasional. Apabila inflasi ikan dikeluarkan maka inflasi
Sultra akan tercatat lebih rendah dari inflasi Nasional dan Regional Sulawesi.
Pada periode laporan aktivitas masyarakat terpantau mengalami peningkatan
yang terkonfirmasi dari meningkatnya pergerakan masyarakat pada area pusat
ritel dan grosir berdasarkan data Google Mobility Report pada triwulan IV 2021
dibandingkan triwulan sebelumnya

Pada Triwulan IV 2022, inflasi gabungan dua kota IHK di provinsi
Sulawesi Tenggara mencatat sebesar 7,39% (yoy), lebih tinggi dari inflasi
tahunan pada Triwulan III 2022 yang sebesar 5,90% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan inflasi gabungan kota di Sulampua yang sebesar 5,63% (yoy) serta
dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 5,51% (yoy). Hal ini menjadikan
Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Sulampua serta
inflasi tertinggi kedua secara nasional. Inflasi pada triwulan IV 2022 dipicu oleh
beberapa Kelompok pengeluaran, utamanya Kelompok Transportasi dengan
tingkat inflasi 24,74% (yoy) dan andil sebesar 3,69% (yoy). Kendati tinggi,
kelompok mengalami penurunan tekanan inflasi dibandingkan Triwulan III
2022 yang didorong oleh penurunan harga avtur yang memiliki pangsa 35,76%
dari keseluruhan biaya operasional pesawat pada Triwulan IV
2022. Selanjutnya, inflasi didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dipicu
oleh Subkelompok Makanan dengan inflasi sebesar 4,32% (yoy) dan andil inflasi
sebesar 1,58% (yoy). Kelompok selanjutnya yang memicu peningkatan inflasi
pada periode laporan adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan
Bakar Rumah Tangga yang mengalami inflasi sebesar 5,47% (yoy) dengan andil

RPIPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 11-30



0,74% (yoy). Tingginya inflasi pada Triwulan IV 2022 didorong oleh komoditas
Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,50% (yoy) akibat adanya
pengurangan kuota minyak tanah yang masih lazim digunakan untuk memasak
oleh masyarakat Sulawesi Tenggara terutama wilayah kepulauan. Di sisi lain,
inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan tekanan inflasi yang terjadi pada
sub kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa keuangan yang mengalami
deflasi sebesar 0,14% (yoy) dengan andil -0,01% (yoy).

Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV tahun
2023 tercatat sebesar 2,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Sulawesi
Tenggara tahun triwulan III tahun 2023 yang sebesar 3,46% (yoy) dan berada di
sekitar titik tengah rentang target inflasi Nasional yang sebesar 3%*1% (yoy).
Capaian dimaksud juga lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 2,61%
(yoy). Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sulawesi Tenggara yang melandai didorong
oleh deflasi beberapa komoditas di Kelompok Makanan, Minuman, dan
Tembakau. Inflasi Triwulan IV 2023 tertahan oleh penurunan harga beberapa
komoditas ikan segar di antaranya ikan kembung, ikan cakalang, dan ikan teri
dengan masing-masing andil sebesar -0,22% (yoy), -0,09% (yoy) dan -0,06% (yoy)
sebagai efek samping terjadinya El-Nino yang mendorong terjadinya
fenomena upwelling yaitu pendinginan suhu muka air sehingga mendorong
kenaikan fitoplankton dan ikan naik ke permukaan. Selain itu, telah
berpindahnya beberapa izin kapal daerah ke izin pusat mendorong kapal dapat
menangkap di atas 12 mil laut.

Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan I tahun 2024 tercatat
sebesar 2,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Sulawesi Tenggara tahun
triwulan IV tahun 2023 yang sebesar 2,58% (yoy) dan berada di sekitar titik
tengah rentang target inflasi Nasional yang sebesar 2,5%*1% (yoy). Capaian
dimaksud juga lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 3,05% (yoy).
Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara didorong oleh inflasi beberapa komoditas
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, utamanya disebabkan oleh
kenaikan harga beras dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kenaikan harga beras
pada Triwulan I 2024 disebabkan oleh tingginya permintaan nasional di tengah
dampak rambatan dari fenomena kekeringan EI-Nino di akhir tahun 2023 yang
menyebabkan pergeseran musim tanam dan menurunkan produksi nasional.
Sedangkan kenaikan harga pada SKM disebabkan oleh kenaikan cukai rokok di
awal tahun 2024 serta didukung oleh peningkatan permintaan seiring dengan
perbaikan pendapatan masyarakat. Inflasi juga didorong Kelompok Transportasi
utamanya komoditas mobil akibat penyesuaian harga beberapa seri mobil
setelah selama periode pandemi tidak mengalami kenaikan dan ekspektasi daya
beli masyarakat yang meningkat.

2.93

TW IV 2020 TW IV 2021 TW IV 2022 TW IV 2023 TW 12024

Sumber: BI, 2021-2024

Gambar 2.10.
Inflasi Sulawesi Tenggara (Persen), Tahun 2020-2024
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E. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini
Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio
menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara
selama periode September 2021 - September 2023 terus mengalami penurunan
meski naik sesaat di Maret 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama
periode tersebut pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tenggara mulai membaik.

Dalam setahun terakhir, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio
di daerah perkotaan, perdesaan, dan perkotaan+perdesaan mengalami
penurunan drastis sampe di angka O pada September 2023, tetap kembali naik
di angka 0,39 pada bulan maret 2023. Sedangkan untuk bulan september 2022
adalah sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,020 poin
dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,40 dan meningkat sebesar 0,002 poin
dibanding September 2022 yang sebesar 0,38. Untuk daerah perdesaan, Gini
Ratio pada September 2022 tercatat sebesar 0,34, turun sebesar 0,011 poin
dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,35.

1.40
1.20 .39 Q.39 0.37 0.39 0.37
1.00

0.80 0.35 0.35 0.34 0.35 0.34

0.60 O —
0.40 - : <= — C *7‘7
0.20 T~ /

Sep-21 Mar-21 Sep-22 Mar-22 Sep-23 Mar-23

——o—Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.11.
Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2021 s.d. September 2023

F. Pemerataan Pendapat Versi Bank Dunia

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan
adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah
atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat
ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika
persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di
bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 - 17
persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen
terbawah adalah sebesar 18,23 persen yang berarti ada pada kategori
ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022
yang sebesar 17,38 persen dan September 2021 yang sebesar 16,31 persen. Jika
dibedakan menurut daerah, pada September 2022 persentase pengeluaran pada
kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar
17,65 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40
persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,11 persen. Dengan
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demikian, menurut Kkriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah
perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Maret - September 2022 dan Maret - September 2023

Tabel 2.18.
Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2021,

Distribusi
Pengeluaran
Penduduk

Distribusi Pengeluaran Penduduk (Persen)

2021

2022

2023

Maret September

Maret September

Maret September

Perkotaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
40 persen Terbawah

15,72

15,28

15,39

13,68

15,41

Perkotaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
40 persen Menengah

31,55

31,00

31,73

30,88

31,55

Perkotaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
20 persen Atas

52,73

53,72

52,87

55,44

53,04

Perdesaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
40 persen Terbawah

20,24

20,46

20,61

20,79

21,12

Perdesaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
40 persen Menengah

39,86

39,20

38,96

39,25

39,62

Perdesaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
20 persen Atas

39,90

40,34

40,43

39,96

39,25

Perkotaan dan
Perdesaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
40 persen Terbawah

19,02

18,97

19,08

18,72

19,56

Perkotaan dan
Perdesaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
40 persen Menengah

37,68

36,69

36,76

36,18

37,18

Perkotaan dan
Perdesaan-Distribusi
Pengeluaran Penduduk
20 persen Atas

43,31

44,33

44,16

45,09

43,26

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024, Survei Susenas.

G. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di
Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 sebesar 321,53 ribu jiwa naik dari tahun

sebelumnya yang sebesar 314,74 ribu jiwa .

Tabel 2.19.
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun 2017 - 2023

Garis Penduduk Persentase
Tahun Kemiskinan . qe Penduduk Miskin
Miskin (000)
(Rp) (persen)
Maret 2017 285.609 331,71 12,81
September 2017 300.258 313,16 11,97
Maret 2018 303.618 307,10 11,63
September 2018 300.258 301,85 11,32
Maret 2019 327,402 302,58 11,24
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Garis Persentase

Tahun Kemiskinan Ml;:lr:i(:lua;:)l:)) Penduduk Miskin

(Rp) (persen)
September 2019 346,466 299,97 11,04
Maret 2020 350.019 301,82 11,00
September 2020 360.123 317,32 16,69
Maret 2021 369.824 318,70 16,66
September 2021 385.845 323,26 11,74
Maret 2022 404.137 309,79 11,17
September 2022 432.464 314,74 11,27
Maret 2023 443.980 321,53 11,43
September 2023 (Data tidak dirilis)

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per
kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non
makanan yang menggolongkan seseorang miskin atau tidak miskin. Garis
kemiskinan di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Pada bulan Maret 2021 Garis Kemiskinan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar
285.609 rupiah per kapita per bulan, kemudian pada bulan Maret 2018
meningkat mencapai 303.618 rupiah per kapita per bulan. Selama kurun waktu
lima tahun terakhir, garis kemiskinan Sulawesi Tenggara terus naik hingga pada
bulan Maret 2021 mencapai 369.824 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan
yang terakhir pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 443.980 perkapita perbulan.

Pada bulan September 2017 dan bulan September 2022 terjadi
peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kemampuan
penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan
masih sangat rendah sehingga masih banyak yang terperangkap dalam jurang
kemiskinan. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara kian
menurun mencapai 11,43 persen. Jika dibandingkan dengan persentase
penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara
masih berada diatas nasional. Meskipun persentase penduduk miskin Sulawesi
Tenggara cenderung menurun namun penurunannya semakin melambat,
sehingga dapat dipastikan bahwa kelambatan penurunan tingkat kemiskinan
atau persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara mempengaruhi tingkat
kemiskinan nasional.

H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan
bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidkan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations
Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan
direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan
IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup
layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan
oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan
dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola
angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.
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Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama Sekolah dan harapan
Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun)
penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan
Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita
disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan apritas daya
beli (purchasing power parity).

Peningkatan IPM pada Tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik
umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Hal ini
berbeda dengan pencapaian IPM Tahun 2020. Pada Tahun 2020 pandemi
COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan
oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada Tahun 2021,
pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,53 persen dibanding Tahun
2020 dan Tahun 2023 meningkat menjadi Rp 10.117.000,- per tahun.

Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki Harapan
Lama Sekolah pada Tahun 2023 selama 13,70 tahun atau hampir setara dengan
lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I.
Angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 13,69 tahun.
Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas mencapai
9,31 Tahun pada tahun 2023. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat,
bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga
71,79 tahun, lebih lama 0,42 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir
pada tahun sebelumnya.

IPM Sulawesi Tenggara meningkat dari 71,20 pada tahun 2018 menjadi
71,45 pada tahun 2020. Selama periode tersebut. Pada periode 2018-2019, IPM
Sulawesi Tenggara tumbuh 0,84 persen. Selama periode 2019 hingga 2022, IPM
Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan
manusia Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Selama periode 2011
hingga 2018 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah berstatus
“sedang”, sedang pada tahun 2019-2023 pembangunan manusia Sulawesi
Tenggara telah bersatus “tinggi”. Jika dibandingkan dengan capaian IPM
Nasional, IPM Sulawesi Tenggara masih berada di bawahnya, namun secara
optimis akan mampu menyamai capaian nasional pada tahun 2023 sebesar
74,39 Jarak IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan IPM Nasional pada tahun 2023

sebesar 2,60.
©
©
<

2018 2019 2020 2021 2022 2023

72.23
2 .94

I 71.45

. 70.61
I 71.2

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Gambar 2.12.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara dan Nasional, Tahun 2018 - 2023
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Tabel 2.20.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2019 - 2023

Komponen Satuan 2019 2020 2021 2022 2023
Umur Harapan Hidup Tahun 70,97 71,22 71,27 71,37 71,79
Saat Lahir (UHH)
Harapan Lama Sekolah Tahun 13,55 13,65 13,68 13,69 13,70
(HLS)
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,91 9,04 9,13 9,25 9,31
(RLS)
Pengeluaran per Kapita Rp.000 9.436 9.331 9.381 9.708 10.117
IPM - 71,20 71,45 71,66 72,23 72,94
Pertumbuhan IPM Persen 0,84 0,35 0,21 0,57 0,71

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manuasi (IPM) Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan 0,09 poin yaitu 0,75
pada Tahun 2018 menjadi 0,84 pada Tahun 2021. Pertumbuhan IPM mengalami
penurunan sebesar 0,49 poin dari Tahun 2019 menjadi 0,35 pada Tahun 2020.
Demikian halnya dengan Pertumbuhan IPM pada Tahun 2021 mengalami
penurunan 0,14 poin dari Tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan
menjadi 0,57. Hal ini disebabkan dengan dampak pandemi Covid 19.

Tabel 2.21.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 - 2023
Pengeluaran
N Provinsi/ AHH HLS RLS Per kapita IPM
o. Kab/Kota (000)
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 20232021 2022 2023 202120222023
1. Buton 68. 68. 703 13.7 13. 138 7.9 8.2 849 7.324. 7.594. 7.995, 66,3 67,2 68,
39 46 6 6 87 8 2 5 00 00 00 2 3 96
2. Muna 70. 70. 71, 13.8 14. 14, 8.4 8.5 8,5 8.218. 8.380. 8.703, 69,1 69,6 70,
41 47 56 0 01 02 6 2 3 00 00 00 7 1 62
3. Konawe 70. 70. 72, 13 13. 13, 9.2 9.3 9,5 10.151 10.55 10.963 71,4 72,0 73,
32 38 78 .01 03 04 1 0 6 .00 2.00 ,00 8 4 88
4. Kolaka 71. 71. 73, 12.8 13. 13, 89 9.0 9,3 12525 12.63 13.055 73,5 73,9 75,
21 30 54 3 02 03 9 6 5 .00 9.00 ,00 6 8 73
5. Konawe 70. 70. 71, 12.3 12. 12, 8.1 8.2 8,5 9.059. 9.347. 9.753, 68,5 69,3 70,
Selatan 87 95 72 7 59 78 1 7 1 00 00 00 8 6 64
6. Bombana 69. 69. 70, 11.8 11. 11, 80 8.0 80 831.00 8.680. 9.132, 66,2 66,8 68,
09 20 88 5 89 90 4 5 7 00 00 5 1 12
7. Wakatobi 70. 70. 70, 135 13. 13, 8.1 85 85 92800 9.758. 10,240 69,8 70,8 71,
48 59 76 1 51 52 6 0 1 00 ,00 7 5 45
8. Kolaka 70. 70. 70, 12.1 12. 12, 8.2 8.5 8,8 10.244 10.72 11,020 69,5 70,3 71,
Utara 36 40 62 5 16 17 2 4 1 .00 1.00 ,00 0 9 11
9. Buton 70. 70. 71, 129 12. 13, 89 9.1 9,1 7.496. 7.935. 8.289, 68,0 69,0 609,
Utara 93 96 36 2 99 17 3 1 2 00 00 00 8 0 85
1 Konawe 69. 69. 70, 13.0 13. 13, 9.3 9.5 9,6 9.181. 9.666. 10.113 70,2 71,0 72,
0. Utara 53 59 53 8 11 12 0 3 0 00 00 ,00 3 0 11
1  Kolaka 72.  72. 73, 12.6 12. 12, 7.8 8.1 84 7.753. 8.155. 8.520, 67,7 68,7 609,
1. Timur 82 90 11 9 69 70 4 5 0 00 00 00 6 3 61
1 Konawe 68. 68. 70, 123 12. 12, 94 94 94 6.738. 7.192. 7.564, 65,7 66,6 68,
2.  Kep. 43 46 25 2 53 54 2 2 5 00 00 00 3 9 11
1 MunaBarat 70. 70. 71, 12,5 12. 12, 7.3 7.6 7,8 7.502. 7.668. 8.076, 65,4 66,2 67,
3. 35 39 17 1 61 62 0 0 6 00 00 00 8 1 44
1 Buton 67. 67. 70, 13.1 13. 13, 7.3 7.3 7,3 7.244. 7.670. 8.003, 64,5 65,2 66,
4. Tengah 69 78 37 2 18 20 1 3 4 00 00 00 5 9 94
1 Buton 67. 67. 70, 132 13. 13, 7.5 7.6 7,6 7.279. 7.476. 7.936, 64,9 654 67,
5. Selatan 69 76 14 4 25 26 4 4 5 00 00 00 9 4 19
1 Kendari 73. 73. 75, 16.8 16. 16, 12. 12. 12, 14.356 14.76 15.116 84,1 84,5 85,
6. 83 93 34 9 90 91 51 52 53 .00 5.00 ,00 5 1 51
1 Baubau 71. 71. 74, 15.1 15. 15, 10. 10. 11, 10,503 10.83 11.207 76,2 76,6 79,
7. 25 36 53 7 18 52 91 92 02 .00 5.00 ,00 6 7 00
1 Sulawesi 71, 71. 71, 13.6 13. 13, 9.1 9.2 9.3 9.381. 9.708. 10.117 71.6 72,2 72,
8. Tenggara 27 37 79 8 69 70 3 S 1 00 00 ,00 6 3 94
Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023
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Pada Tahun 2023, pencapaian pembangunan manusia di Provinsi
Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar
antara 66,94 (Buton Tengah) hingga 85,51 (Kota Kendari). Pada dimensi umur
panjang dan hidup sehat, umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 67,76
dan 70,14 (Buton Selatan) hingga 75,34 (Kota Kendari). Sementara pada dimensi
pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,90 (Bombana) hingga
16,91 (Kota Kendari) serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,34 (Buton
Tengah) hingga 16,89 (Kota Kendari). Pengeluaran per kapita level
kabupaten/kota berkisar antara Rp. 7.564.000,- (Konawe Kepulauan) hingga
Rp. 15.116.000,- (Kota Kendari).

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2023 juga terlihat dari
status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten
yang berstatus tinggi sebanyak 6 Kabupaten/Kota (Kabupaten Konawe,
Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten
Konawe Utara dan Kota Bau-Bau) dan 1 kota berstatus sangat tinggi yaitu Kota
Kendari. Sedangkan 10 Kabupaten lainnya berada pada status sedang. Dimana
klasifikasi indeks pembangunan manusia (IPM) dikatakan rendah jika kurang
dari 60, sedang jika berada antara 60 sampai 69, tinggi 70-79 dan 80 keatas
dikatakan sangat tinggi.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya
A. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar
UNDP minimal O persen dan maksimal 100 persen. Berikut ini akan disajikan
Capaian dan Target Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek
Huruf di Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(%) (%) (%) (%) (%)
Angka Melek Huruf (AMH) 94,46 94,91 95,00 94,94 95,79 97,22

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)
penduduk usia 15 tahun keatas di Sulawesi Tenggara berada pada capaian
angka 94 s.d 97 persen. Setiap tahun mengalami peningkatan walaupun masih
peningkatan tersebut masih belum menunjukkan angka yang cukup signifikan.
Tahun 2018 Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 94,56 persen dan hingga Tahun
2023 Angka Melek Huruf hanya naik menjadi 97,22 persen. Hal ini berarti
bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sulawesi Tenggara hanya dapat menaikkan capaian sebesar 2,76 persen. Angka
Melek Huruf (AMH) Tahun 2024 dinaikkan menjadi 97,50 persen atau naik 3,04
persen dari capaian Tahun 2023, sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun
2025 ditargetkan mencapai 97,70 persen.
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Merujuk pada perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Sulawesi
Tenggara Tahun 2018 sd 2025, berikut ini akan disajikan perkembangan Angka
Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2025.

Tabel 2.23.
Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja

No. Ka";g::e“/ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1.  Buton 90.50 92,10 92,08 9480 97,14 95388
2. Muna 93.27 90.77 93.11 9482 9331 91,52
3. Konawe 95.82 96.26 96.10 97.16 9791 97.16
4 Kolaka 96.08 95.99 96.71 97.63 9673 9841
5 Konawe Selatan 94.29 9556 95.23 9463 9509 9611
6.  Bombana 92.83 92.63 94.05 9595  94.86 9438
7. Wakatobi 89.30 93.33 91,46 9534 9470  94.84
8. Kolaka Utara 93.08 94.07 95.50 9566 96,00 9585
9. Buton Utara 96.20 94.33 94.09 96.39 9526 9459
10.  Konawe Utara 95.33 9586 96.91 97.55  97.40 9822
11.  Kolaka Timur 96.66 95,49 94,04 9410 9324  93.95
12.  Konawe Kep 97.39 97.01 97.88 98.14 9710 9825
13.  Muna Barat 88.33 88.35 90.08 93.02 9372 94.86
14.  Buton Tengah 84.82 88.08 88.94 92.66 8800  87.63
15.  Buton Selatan 88.84 92.35 92.94 9595  92.52  92.94
16.  Kendari 98.93 99.32 97.94 9949  98.84  99.30
17. Baubau 96.18 96,66 96.56 98.97 97 9752

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan capaian Angka Melek Huruf (AMH)
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2023 berada ppada
capaian angka 84 sd 99 persen dengan kenaikan rata-rata yang masih belum
menunjukkan angka yang cukup siginifikan. Tahun 2023 terdapat 11 (sebelas)
kabupaten yang telah mencapai Angka Melek Huruf (AMH) sampai 95 persen
keatas yaitu Kabupaten Buton (95,88), Kabupaten Muna (91,52), Kabupaten
Konawe (97,16), Kabupaten Kolakan (98,41), Kabupaten Konawe Selatan
(96,11), Kabupaten Kolaka Utara (95,85), Kabupaten Konawe Utara (98,22),
Kabupaten Konawe Kepulauan (98,15), Kabupaten Buton Selatan (92,94), Kota
Kendari (99,30) dan Kota Bau-Bau sebesar (97,52).

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan indikator penting dalam mengukur
kualitas pendidikan di suatu wilayah. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah adalah
rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas
untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan
tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal O
tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib
Belajar 12 tahun.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Tenggara dari tahun
ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan Perkembangan Rata-rata Lama
Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibanding Perkembangan
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, hal ini bisa dilihat pada Grafik di bawah.
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Tabel 2.24.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota
Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja

No. Provinsi/Kab/Kota —7q73™ 2019 2020 2021 2022 2023
1. Buton 7,50 7,51 7,92 7,71 8,25 8,49
2. Muna 8,19 8,35 8,46 8,36 8,52 8,53
3. Konawe 8,94 9,14 9,21 9,15 9,30 9,56
4. Kolaka 8,57 8,76 8,99 8,98 9,06 9,35
5. Konawe Selatan 7,73 7,74 8,11 7,86 8,27 8,51
6. Bombana 7,54 7,74 8,04 8,03 8,05 8,07
7. Wakatobi 7,72 7,73 8,16 7,94 8,50 8,51
8. Kolaka Utara 7,67 7,86 8,22 8,12 8,54 8,81
9. Buton Utara 8,54 8,75 8,93 8,92 9,11 9,12
10. Konawe Utara 8,81 8,97 9,30 9,21 9,53 9,60
11. Kolaka Timur 7,18 7,35 7,84 7,56 8,15 8,40
12. Konawe Kepulauan 9,17 9,18 9,42 9,41 9,43 9,45
13. Muna Barat 6,76 6,77 7,30 7,01 7,60 7,86
14. Buton Tengah 7,28 7,29 7,31 7,30 7,33 7,34
15. Buton Selatan 6,01 7,32 7,54 7,53 7,64 7,65
16. Kendari 11,69 11,94 12,51 12,20 12,52 12,52
17. Baubau 10,13 10,13 10,91 10,64 10,92 11,02

Sulawesi Tenggara 8,46 8,69 9,13 9,14 9,25 9,31

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, 2024.

Tabel 2.25.

Analisis Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2023

No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Wajib Belajar 12
Tahun Tahun

1 Buton Dengan RLS 8,49 Rata-rata 8,49 Dengan RLS di bawah
RLS 2023 8,49 tahun, Kabupaten tahun mendekati 12 tahun, masih
Tahun Buton telah berhasil target program banyak tantangan

melampaui  program wajib belajar 9 untuk mencapai
wajib belajar 6 tahun. tahun. Artinya, program wajib belajar
Ini berarti sebagian mayoritas 12 tahun di Kabupaten
besar penduduk di penduduk telah Buton. Banyak
Kabupaten Buton telah menyelesaikan penduduk yang
menyelesaikan pendidikan dasar mungkin tidak
pendidikan di tingkat hingga tingkat melanjutkan
dasar (SD). menengah pertama pendidikan hingga

(SMP), namun SMA atau SMK.

belum sepenuhnya

mencapai target

wajib  belajar 9

tahun.

2 Muna Kabupaten Muna telah RLS 8,53 tahun Dengan RLS di bawah
RLS 2023 8,53 melampaui target wajib mendekati  target 12 tahun, Kabupaten
Tahun belajar 6 tahun. wajib belajar 9 Muna belum mencapai

Sebagian besar tahun. Ini berarti target wajib belajar 12
penduduk telah sebagian besar tahun. Ini
menyelesaikan penduduk telah menunjukkan bahwa
pendidikan dasar menyelesaikan banyak penduduk
hingga SD. pendidikan hingga yang belum

tingkat SMP, melanjutkan

namun masih ada pendidikan hingga

sedikit ruang untuk SMA/SMK.

perbaikan agar

mencapai 9 tahun.

3 Konawe Kabupaten Konawe RLS 9,56 tahun Meski sudah
RLS Tahun 2023 telah jauh melampaui menunjukkan melampaui 9 tahun,
9,56 Tahun target wajib belajar 6 bahwa Kabupaten RLS 9,56 tahun

tahun, yang berarti
hampir semua
penduduk telah

Konawe telah
mencapai target
wajib  belajar 9

menunjukkan bahwa
masih ada sebagian
populasi yang belum
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No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Wajib Belajar 12
Tahun Tahun
menyelesaikan tahun, artinya melanjutkan
pendidikan dasar mayoritas pendidikan ke jenjang
hingga SD. penduduk telah SMA/SMK. Konawe
menyelesaikan perlu  meningkatkan
pendidikan hingga akses dan partisipasi
SMP. pada pendidikan
menengah atas agar
lebih banyak siswa
menyelesaikan  wajib
belajar 12 tahun.

4 Kolaka RLS 9,35 Kabupaten Kolaka Dengan RLS 9,35 Meski sudah

Tahun 2023 telah jauh melampaui tahun, Kolaka telah melampaui 9 tahun,
target wajib belajar 6 mencapai target RLS 9,35 tahun
tahun. Ini  berarti wajib belajar 9 menunjukkan bahwa
sebagian besar tahun. Mayoritas masih ada  ruang
penduduk telah penduduk telah untuk meningkatkan
menyelesaikan menyelesaikan partisipasi di jenjang
pendidikan dasar pendidikan hingga SMA/SMK. Diperlukan
hingga SD. tingkat SMP. upaya untuk
memastikan lebih
banyak siswa
melanjutkan
pendidikan ke tingkat
menengah atas agar
RLS mendekati 12
tahun.

) Konawe Selatan RLS  Kabupaten Konawe Dengan RLS 8,51 Kabupaten Konawe

2023 8,51 Tahun Selatan telah tahun, Konawe Selatan belum
melampaui target wajib ~ Selatan belum mencapai target wajib
belajar 6 tahun. sepenuhnya belajar 12  tahun.
Sebagian besar mencapai target Dengan RLS yang
penduduk telah wajib belajar 9 masih di bawah 12
menyelesaikan tahun. Meskipun tahun, banyak
pendidikan dasar di mendekati, masih penduduk yang belum
tingkat SD. ada sebagian melanjutkan
penduduk yang pendidikan hingga
belum jenjang menengah atas
menyelesaikan (SMA/SMK).
pendidikan SMP.

6 Bombana RLS Kabupaten Bombana Dengan RLS 8,07 RLS 8,07 tahun
Tahun 2023 8,07 telah melampaui target tahun, Bombana menunjukkan bahwa
Tahun wajib belajar 6 tahun, belum sepenuhnya Kabupaten Bombana

menandakan bahwa mencapai target masih jauh dari target

mayoritas penduduk wajib belajar 9 wajib belajar 12 tahun,

telah  menyelesaikan tahun. Hal ini yang mencakup

pendidikan dasar di menunjukkan pendidikan SMA/SMK.

tingkat SD. bahwa banyak Ini menandakan
penduduk yang bahwa sebagian besar
belum siswa tidak
menyelesaikan melanjutkan
pendidikan hingga pendidikan hingga
tingkat SMP. jenjang menengah

atas.

7 Wakatobi RLS Wakatobi telah Dengan RLS 8,51 Dengan RLS di bawah
Tahun 2023 8,51 melampaui target wajib  tahun, Wakatobi 12 tahun, masih
Tahun belajar 6 tahun, belum sepenuhnya banyak penduduk

menandakan bahwa mencapai target yang belum
sebagian besar wajib belajar 9 melanjutkan
penduduk telah tahun. Meskipun pendidikan hingga
menyelesaikan mendekati, ada jenjang menengah atas
pendidikan dasar di sebagian penduduk (SMA/SMK). Ini
tingkat SD. yang belum menandakan  bahwa
menyelesaikan Kabupaten Wakatobi
pendidikan hingga perlu memperkuat

SMP.

akses dan partisipasi
di jenjang pendidikan
ini.
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No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Wajib Belajar 12
Tahun Tahun
8 Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Dengan RLS 8,81 RLS 8,81 tahun
Utara RLS 2023 8,81 Utara telah melampaui tahun, Kolaka menunjukkan bahwa
Tahun target wajib belajar 6 Utara mendekati banyak penduduk
tahun, yang berarti target wajib belajar belum melanjutkan
sebagian besar 9 tahun, namun pendidikan hingga
penduduk telah belum sepenuhnya SMA/SMK. Kabupaten
menyelesaikan mencapainya. Kolaka Utara masih
pendidikan dasar di Masih ada perlu  meningkatkan
tingkat SD. beberapa siswa akses dan partisipasi
yang belum dalam pendidikan
menyelesaikan menengah atas untuk
pendidikan SMP. mencapai wajib belajar
12 tahun.
9 Buton Utara RLS Kabupaten Buton Dengan RLS 9,21 Meskipun RLS 9,21
2023 9,21 Tahun Utara telah melampaui tahun, Buton Utara tahun menunjukkan
target wajib belajar 6 telah mencapai pencapaian wajib
tahun, menunjukkan target wajib belajar belajar 9 tahun, masih
bahwa sebagian besar 9 tahun. Sebagian ada ruang untuk
penduduk telah besar penduduk meningkatkan
menyelesaikan telah partisipasi di jenjang
pendidikan dasar menyelesaikan pendidikan menengah
hingga SD. pendidikan hingga atas (SMA/SMK). RLS
SMP. ini masih di bawah 12
Keberhasilan: tahun, menandakan
Capaian ini bahwa beberapa siswa
menunjukkan belum melanjutkan
bahwa program pendidikan hingga
wajib  belajar 9 SMA/SMK.
tahun di Buton
Utara telah berhasil
diterapkan dengan
baik.
10 Konawe Utara RLS Kabupaten Konawe Dengan RLS 9,60 Meskipun sudah
2023 9,60 Tahun Utara telah melampaui tahun, Konawe mencapai wajib belajar
target wajib belajar 6 Utara telah berhasil 9 tahun, RLS 9,60
tahun. Mayoritas mencapai dan tahun masih di bawah
penduduk telah melampaui target 12 tahun. Hal ini
menyelesaikan wajib  belajar 9 menunjukkan bahwa
pendidikan dasar di tahun. Ini berarti belum semua siswa
tingkat SD. sebagian besar melanjutkan
penduduk telah pendidikan hingga
menyelesaikan jenjang SMA/SMK.
pendidikan hingga [I Tantangan: Perlu
SMP. adanya  peningkatan
Keberhasilan: dalam partisipasi dan
Capaian ini akses ke pendidikan
menunjukkan menengah atas untuk
bahwa program mencapai target wajib
wajib  belajar 9 belajar 12 tahun.
tahun di Konawe
Utara telah
diterapkan dengan
baik.
11 Kolaka Timur RLS Kolaka Timur telah [ Dengan RLS 8,40 RLS 8,40 tahun
2023 8,40 Tahun melampaui target wajib  tahun, Kolaka menunjukkan bahwa
belajar 6 tahun. Timur belum Kolaka Timur masih
Mayoritas penduduk sepenuhnya jauh dari target wajib
telah  menyelesaikan mencapai target belajar 12 tahun, yang
pendidikan dasar di wajib Dbelajar 9 mencakup pendidikan
tingkat SD. tahun. Meskipun hingga SMA /SMK.
mendekati, masih Banyak penduduk
ada beberapa belum melanjutkan
penduduk yang pendidikan ke jenjang
belum menengah atas.
menyelesaikan

pendidikan hingga
SMP.
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No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Wajib Belajar 12
Tahun Tahun
O Tantangan:
Perlu upaya lebih
untuk
meningkatkan
partisipasi di
pendidikan
menengah pertama
agar lebih banyak
siswa
menyelesaikan
SMP.

12 Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe [ Dengan RLS 9,45 Meskipun sudah
RLS 2023 9,45 Kepulauan telah tahun, Konawe mencapai wajib belajar
Tahun melampaui target wajib  Kepulauan telah 9 tahun, RLS 9,45

belajar 6 tahun, mencapai dan tahun masih di bawah
menunjukkan bahwa melampaui target 12 tahun,
sebagian besar wajib belajar 9 menunjukkan bahwa
penduduk telah tahun. Ini ada sebagian
menyelesaikan menunjukkan penduduk yang belum
pendidikan dasar bahwa sebagian melanjutkan
hingga SD. besar penduduk pendidikan hingga

telah jenjang SMA/SMK.

menyelesaikan

pendidikan hingga

SMP.

0 Keberhasilan:

Capaian ini

menunjukkan

bahwa program

wajib  belajar 9

tahun telah

berhasil diterapkan

dengan baik di

Konawe

Kepulauan.

13 Muna Barat RLS Kabupaten Muna Barat [ dengan RLS 7,86 RLS 7,86 tahun

2023 7,86 Tahun telah melampaui target tahun, penduduk menunjukkan bahwa

wajib belajar 6 tahun, Muna Barat, secara banyak penduduk
menunjukkan bahwa umum, masih belum melanjutkan
sebagian besar belum mencapai pendidikan hingga
penduduk telah target ini. SMA/SMK. Kabupaten
menyelesaikan 0 Capaian 7,86 Kolaka Utara masih
pendidikan dasar tahun perlu  meningkatkan
hingga SD. menunjukkan akses dan partisipasi

bahwa sebagian dalam pendidikan

besar penduduk menengah atas untuk

menyelesaikan mencapai wajib belajar

pendidikan dasar 12 tahun..

(SD) dan beberapa

telah melanjutkan

ke tingkat SMP,

tetapi banyak yang

belum

menuntaskan

pendidikan

menengah

pertama.

14 Buton Tengah RLS Kabupaten Buton [] dengan RLS 7,34 RLS 7,34 tahun

2023 7,34 Tahun Tengah telah tahun, penduduk menunjukkan bahwa
melampaui target wajib Buton Tengah, banyak penduduk
belajar 6 tahun, secara umum, belum melanjutkan
menunjukkan bahwa masih belum pendidikan hingga
sebagian besar mencapaitargetini. SMA/SMK. Kabupaten
penduduk telah 1[I Capaian 7,34 Kolaka Utara masih
menyelesaikan tahun perlu  meningkatkan

menunjukkan

akses dan partisipasi
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No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Wajib Belajar 12
Tahun Tahun

pendidikan dasar bahwa sebagian dalam pendidikan
hingga SD. besar penduduk menengah atas untuk

menyelesaikan mencapai wajib belajar

pendidikan dasar 12 tahun.

(SD) dan beberapa

telah melanjutkan

ke tingkat SMP,

tetapi banyak yang

belum

menuntaskan

pendidikan

menengah

pertama.

15 Buton Selatan RLS Kabupaten Buton [] dengan RLS 7,65 RLS 7,65 tahun
tahun 2023 7,65 Selatan telah tahun, penduduk menunjukkan bahwa
Tahun melampaui target wajib  Buton Selatan, banyak penduduk

belajar 6 tahun, secara umum, belum melanjutkan
menunjukkan bahwa masih belum pendidikan hingga
sebagian besar mencapaitargetini. SMA/SMK. Kabupaten
penduduk telah [ Capaian 7,34 Buton Selatan masih
menyelesaikan tahun perlu  meningkatkan
pendidikan dasar menunjukkan akses dan partisipasi
hingga SD. bahwa sebagian dalam pendidikan

besar penduduk menengah atas untuk

menyelesaikan mencapai wajib belajar

pendidikan dasar 12 tahun.

(SD) dan beberapa

telah melanjutkan

ke tingkat SMP,

tetapi banyak yang

belum

menuntaskan

pendidikan

menengah

pertama.

16 Kendari RLS Tahun Kota Kendari telah Kota Kendari telah Angka ini

2023 12,52 Tahun melampaui target wajib melampaui target menunjukkan bahwa
belajar 6 tahun, wajib belajar 9 secara umum,
menunjukkan bahwa tahun, penduduk Kota
sebagian besar menunjukkan Kendari telah
penduduk telah bahwa sebagian mencapai target wajib
menyelesaikan besar penduduk belajar 12 tahun, yang
pendidikan dasar telah umumnya mencakup
hingga SD. menyelesaikan pendidikan dasar (SD,
pendidikan di SMP. SMP) dan pendidikan

menengah (SMA).
Angka ini

mengindikasikan
bahwa sebagian besar
anak di Kota Kendari
memiliki akses yang
baik terhadap

pendidikan formal.
Indikasi akses dan
kualitas pendidikan
yang lebih baik,
peluang melanjutkan

studi lebih tinggi.

17 Baubau RLS tahun Angka RLS Baubau

2023 11,02 Tahun

yang sedikit di bawah
target 12 tahun
mengindikasikan

adanya kendala dalam
mencapai tujuan
program wajib belajar.
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No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Wajib Belajar 12
Tahun Tahun

Aksesibilitas:
Kemungkinan masih
ada wilayah di Baubau
yang sulit dijangkau
sekolah atau fasilitas
pendidikan yang
memadai.

Kualitas Pendidikan:
Faktor-faktor  seperti
kualitas guru, sarana
prasarana yang kurang
memadai, atau
kurikulum yang
kurang relevan dapat
menyebabkan siswa

merasa kurang
termotivasi untuk
melanjutkan sekolah.

Kondisi Ekonomi:
Kondisi ekonomi

keluarga yang kurang
baik dapat memaksa
siswa untuk putus
sekolah dan bekerja.
Faktor Sosial Budaya:
Adanya pandangan
masyarakat yang
kurang mendukung
pentingnya pendidikan
juga dapat menjadi
kendala.

Potensi untuk
Peningkatan:
Meskipun  demikian,
selisih 1,5 tahun
bukanlah perbedaan
yang terlalu besar. Ini
berarti bahwa dengan
upaya yang tepat, Kota
Baubau masih
memiliki potensi untuk
mencapai target wajib
belajar 12 tahun.
Langkah-langkah
untuk Meningkatkan
RLS di Kota Baubau
Untuk meningkatkan
RLS di Kota Baubau,

beberapa langkah
strategis dapat
dilakukan:

Pemetaan Masalah:

Melakukan pemetaan
secara detail mengenai
kendala yang dihadapi
dalam mencapai target
wajib belajar.
Peningkatan Kualitas
Pendidikan:
Melakukan pelatihan
guru secara berkala.
Memperbaiki  sarana

dan prasarana
sekolah.
Mengembangkan
kurikulum yang
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No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Wajib Belajar 12

Tahun Tahun
relevan dengan
kebutuhan pasar
kerja.

Peningkatan Akses:
Membangun sekolah
baru di daerah-daerah
yang belum
terjangkau.
Menyediakan
transportasi  sekolah
bagi siswa yang tinggal
jauh.

Memberikan bantuan
biaya pendidikan bagi

keluarga kurang
mampu.

Sosialisasi Pentingnya
Pendidikan:

Melakukan kampanye
sosialisasi kepada
masyarakat tentang
pentingnya
pendidikan.

Melibatkan tokoh

masyarakat dan agama
dalam kampanye ini.

Penegakan Wajib
Belajar:

Meningkatkan
pengawasan terhadap
pelaksanaan wajib
belajar.

Memberikan sanksi
bagi orang tua atau
wali yang tidak
menyekolahkan
anaknya.

Kemitraan dengan
Stakeholder:
Membangun kemitraan
dengan berbagai pihak,
seperti dunia usaha,
lembaga swadaya
masyarakat, dan
perguruan tinggi,
untuk mendukung
program pendidikan.

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, 2024.

3. Angka Usia Harapan Hidup

Derajat Kesehatan merupakan salah satu indaktor yang digunakan
untuk mengukur kerberhasilan pembangunan dengan Fokus Kesejahteraan
Sosial. Salah satu komponen pembentuk Indikator Derajat Kesehatan adalah
Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (life expectancy at birth). Angka
Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (life expectancy at birth) adalah rata-rata
tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun
tertentu.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah sebuah data statistik yang
menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi.
Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan
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semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di
dalamnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tersebut belum
menunjukkan angka yang cukup signifikan. Beberapa faktor yang
mempengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH) diantaranya ketersediaan sarana
kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran
masyarakat. Berikut ini disajikan Capaian Angka Usia Harpan Hidup (UHH)
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2023.

Tabel 2.26.
Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja

Kabupaten/Kota

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buton 67,60 67,92 68,25 68,39 68,46 70,36
Muna 69,97 70,18 70,39 70,41 70,47 71,56
Konawe 69,76 70,02 70,27 70,32 70,38 72,78
Kolaka 70,38 70,72 71,06 71,21 71,30 73,54
Konawe Selatan 70,24 70,52 70,80 70,87 70,95 71,72
Bombana 68,17 68,54 68,91 69,09 69,20 70,88
Wakatobi 69,85 70,13 70,41 70,48 70,59 70,76
Kolaka Utara 69,94 70,15 70,36 70,36 70,40 70,62
Buton Utara 70,56 70,75 70,93 70,93 70,96 71,36
Konawe Utara 68,95 69,23 69,51 69,53 69,59 70,53
Kolaka Timur 71,99 72,33 72,67 72,82 72,90 73,11
Konawe Kepulauan 68,06 68,25 68,43 68,43 68,46 70,25
Muna Barat 69,97 70,16 70,34 70,35 70,39 71,17
Buton Tengah 67,33 67,50 67,66 67,69 67,78 70,37
Buton Selatan 67,33 67,50 67,66 67,69 67,76 70,14
Kota Kendari 73,26 73,52 73,77 73,83 73,93 75,34
Kota Baubau 70,72 70,95 71,19 71,25 71,36 74,53
Sulawesi Tenggara 70,72 70,97 71,22 71,27 71,37 71,79

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

4. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi memberikan gambaran kemampuan
seorang anak dalam periode usia dibawah 12 bulan. Angka kelangsungan hidup
merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat kesejahteraan
masyarakat. Angka ini selain memberikan gambaran kondisi ekonomi juga
memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat mendapatkan akses
pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya pada ibu hamil. Hasil
estimasi yang dilakukan berdasarkan SDKI tahun 2017 dan laporan kematian
bayi menunjukkan bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari 989 per 1000 KH menjadi 990 per
1000 KH tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019-2021 yakni sebesar
991 per 1000 KH.

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa
indikator yang dapat digunakan. Indikator-indikator tersebut pada umumnya
tercermin dalam kondisi mortalitas, morbiditas dan status gizi. Mortalitas
menggambarkan perkembangan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari
kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu
kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian
keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan
lainnya. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program
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pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan
melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun. Angka kematian
yang biasanya dijadikan indikator, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka
Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Harapan Hidup
(AHH). Adapun kecenderungan pencapaian indikator aspek kesejahteraan
disajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.27.
Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2019 - 2023

Indikator Capaian Kinerja

2019 2020 2021 2022 2024
Angka Harapan Hidup (tahun 70,88 71,22 71,27 71,37 71,79
Angka Kelangsungan Hidup Bayi 991 991 991 n/a
Jumlah Kasus Kematian Ibu 66 61 117 82
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan 194 503 447 488
Balita
Pravalensi Balita Gizi Buruk 1.7 1.3 0.7 0.61

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup, pada
tahun 2018 Angka Harapan Hidup Penduduk Sulawesi Tenggara mencapai
70,88 tahun, kemudian dari tahun ke tahun terus bertambah hingga mencapai
angka 71,79 tahun pada tahun 2024. Meningkatnya angka harapan hidup
secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan
kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Prevalensi balita gizi buruk yang dilaporkan menunjukkan penurunan
yakni dari 1,7 tahun 2019 turun menjadi 1,3 tahun 2020 kemudian menurun
kembali pada tahun 2021 yakni sebesar 0,7 dan pada tahun 2022 menunjukkan
angka 0,61. Semua kasus yang ditemukan telah diintervensi dan beberapa
diantaranya dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas perawatan. Jumlah kasus
kematian ibu dalam lima tahun terakhir mengalami naik turun yakni dari 66
kasus tahun 2019 menjadi 61 kasus tahun 2020. Namun pada Tahun 2021
kembali naik menjadi 117 kasus dan menurun kembali pada Tahun 2022
menjadi 82 kasus. Kasus kematian bayi dan anak balita menunjukkan
penurunan pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Kasus
kematian bayi turun dari 503 kasus menjadi 447 kasus. Berbagai kegiatan telah
dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan anak
diantaranya peningkatan kapasitas tenaga, kunjungan neonatal, pelayanan
kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, penanganan komplikasi neonatal,
deteksi dini tumbuh kembang bayi serta kegiatan yang sifatnya dukungan
manajemen. Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan
pencapaiannya dalam SDGs adalah Status Gizi Balita. Status gizi balita diukur
berdasarkan umur, Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB). Variabel BB dan
TB disajikan dalam bentuk 3 indikator antropometri, yaitu berat badan menurut
umur (BB/U), tinggi badan menurut umum (TB/U) dan Berat Badan menurut
Tinggi Badan (BB/TB). Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara
umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang
sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan
umur dan tinggi badan. Dengan kata lain berat badan yang rendah dapat
disebabkan karena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit
infeksi lainnya (akut) Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang
sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya :
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kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makanan yang
kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi
pendek.

S. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan
oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12
indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.
Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup
dan akses hidup sehat yang memadai. Berikut merupakan capaian indeks
Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2018-2022:

0.25 0.22
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Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat 2023

Gambar 2.13.
Capaian Indeks Keluarga Sehat, Tahun 2018-2023

Data di atas menunjukkan trend kenaikan Indeks Keluarga Sehat dari
tahun 2019 s.d 2022, mengalami peningkatan tiap tahun meski tidak terlalu
signifikan, dari 0,13 sampai 0,22 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan
dampak positif dari hasil kinerja puskesmas dalam melakukan kegiatan
intervensi dilapangan dengan pendekatakan keluarga atau kunjungan rumah
melalui kegiatan penyuluhan, konseling edukasi, pembinaan dan pemantauan.

Dari Tahun 2017 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Tenggara
berada pada urutan ke-26 yakni hanya sebesar 0,12 dan tahun 2022 naik di
posisi 13, dengan IKS sebesar 0,22 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan
intervensi oleh Puskesmas melalui kunjungan rumah berdampak positif
terhadap perubahan cakupan indikator Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

6. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting dilakukan demi
mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Ketika keluarga
memiliki kualitas yang baik, setiap anggota keluarga akan lebih mampu
memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas
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keluarga yang baik, juga lebih memungkinkan kesetaraan gender dapat
terwujud. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran
komposit dari kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5
(lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator, yaitu : (1) Dimensi
kualitas legalitas dan struktur; (2) Dimensi kualitas ketahanan fisik; (3) Dimensi
kualitas ketahanan ekonomi; (4) Dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi;
dan (5) Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya. Perhitungan IKK dimulai
tahun 2020 yang merupakan pengembangan dari penghitungan Indeks
Ketahanan Keluarga. IKK yang disusun melalui kerja sama antara Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Badan
Pusat Statistik (BPS), dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat
keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga.

IKK menjadi tolok ukur peningkatan kualitas keluarga suatu wilayah
(rentang nilai 0-100) dengan kategori indeks sebagai berikut : (1) IKK yang
“kurang responsif gender dan hak anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;
(2) IKK yang “cukup responsif gender dan hak anak” apabila nilai antara 50-75;
dan (3) IKK yang “responsif gender dan hak anak” apabila nilai di atas 75.
Adapun capaian Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan
pada tabel berikut :

Tabel 2.28.
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020 - 2022

Indikator 2020 2021 2022
Indeks Kualitas Keluarga 69,58 73,42 75,55
Sumber : BPS, Buku Indeks Kualitas Keluarga, 2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA).

Secara umum capaian IKK Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022
cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kualitas keluarga di
Sulawesi Tenggara sudah cukup responsif terhadap kesetaraan gender dan
pemenuhan hak anak dengan perkembangan yang cukup baik.

7. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk
mengetahui gambaran capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota digunakan Indeks Perlindungan
Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) disusun berdasarkan komitmen
Konvensi Hak Hak Anak (KHA) dengan mengaplikasikan empat klaster
pemenuhan hak anak (Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II :
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III : Kesehatan Dasar
dan Kesejahteraan; Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya) dan satu klaster perlindungan khusus anak (Klaster V :
Perlindungan Khusus) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam
membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani
permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak,
maupun perlindungan khusus anak. Capaian Indeks Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 2.29.
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020 - 2022

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Perlindungan Anak 51,05 53,56 56,31 54,52 55,31
Sumber : BPS, Indeks Kualitas Keluarga 2018 — 2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA)

Pada Tabel diatas dapat dilihat capaian Indeks Perlindungan Anak
Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun
2018-2019 menunjukkan peningkatan namun tahun 2020 mengalami
penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2021 s.d 2022. Peningkatan
capaian IPA ini disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada beberapa
klaster pembentuk IPA.

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dalam mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif
gender, pemerintah menggunakan beberapa indikator yang dapat digunakan,
salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran
pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar
manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan
standar hidup layak. Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan
menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur
dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25
tahun ke atas. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per
kapita yang disesuaikan. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan
IPM laki-laki.

Tabel 2.30.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 - 2023

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Indeks Pembangunan Gender 90,56 90,50 90,68 91,04 91,20
Sumber : BPS, Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019-2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA)

IPG Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2018 s.d 2023
mengalami perkembangan meningkat dari 90,24 pada tahun 2018 menjadi
91,20 pada tahun 2023. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena
adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG dan
menunjukkan bahwa pembangunan manusia berbasis gender di Sulawesi
Tenggara mengalami perkembangan yang positif.

9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen, yaitu
keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan
sumbangan pendapatan perempuan. IDG memperlihatkan sejauhmana
keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun
2018-2022 terus mengalami peningkatan dari 71,54 pada tahun 2018, menjadi
sebesar 73,72 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun
2023. Penurunan capaian IDG Tahun 2023 disebabkan adanya penurunan
persentase perempuan sebagai tenaga profesional dari 52,44 persen pada tahun
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2022 menjadi 50,47 persen pada tahun 2023. Perkembangan IDG Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.31
Indeks Pembangunan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 - 2023

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pemberdayaan Gender 71,40 72,54 73,10 73,72 73,58
Sumber : BPS, Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019-2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA).

10. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator
nasional untuk mengukur perkembangan pencapaian kesetaraan gender di
suatu wilayah. IKG merupakan indeks yang menjelaskan sejauh
mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek
pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi
ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Perkembangan capaian
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 - 2023

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Ketimpangan Gender 0,565 0,559 0,554 0,490 0,491
Sumber : BPS, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2023.

Ketimpangan gender di Sulawesi Tenggara selama empat tahun (2019-
2022) secara konsisten menurun, namun pada tahun 2023 ini meningkat. Sejak
tahun 2019, IKG rata-rata turun 0,01 poin per tahun, kecuali tahun 2021 ke
2022 turun sebesar 0,06 poin dan tahun 2023 meningkat sebesar 0,001 poin.
Kenaikan ketimpangan gender tahun 2023 terjadi karena penurunan dimensi
kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan.

Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2022 yang
turun 0,064 poin yang utamanya dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan
reproduksi yaitu menurunnya proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak
di fasilitas kesehatan (MTF). MTF menurun 0,271 persen poin yaitu dari 0,443
persen pada tahun 2021 menjadi 0,172 persen pada tahun 2022, dan kembali
meningkat menjadi 0,176 persen pada tahun 2023. Ketiga dimensi pembentuk
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara konsisten mengalami perbaikan.
Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan dalam kesehatan
reproduksi semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan dimensi
pasar tenaga kerja semakin setara.

11. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja
dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT
Sulawesi Tenggara berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama lima tahun
terakhir menunjukkan tren penurunan sebesar 0,44 persen poin dari tahun
2019 sampai tahun 2023. Meski demikian di tahun 2020 dan 2021 terjadi
eningkatan TPT, akan etapi ini dapat dipahami sebagai dampak dari pendemi
covid-19 yang terjadi diseluruh dunia termaksud juga di Indonesia sehingga
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mereka yang awalnya status bekerja berubah, sebagian menjadi pengangguran
lainnya memilih untuk mengurus rumah tangga ataupun melanjutkan
pendidikan. Agustus 2023 TPT Sulawesi Tenggara sebesar 3,15 persen. Hal ini
berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur.
Selama setahun terakhir, TPT Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar
0,21 persen poin. Apabila dilihat perubahan antara Agustus 2020 terhadap
Agustus 2023, terjadi penurunan sebesar 1,33 persen poin. Penurunan ini
mencerminkan peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja dan efektivitas
program-program pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Adapun
perkembangan TPT Sulawesi Tenggara selama lima tahun terkhir dapat dilihat
pada gambar berikut:

3.59 4.48 3.92 3.36 3.15

2019 2020 2021 2022 2023
iPerkotaan i Perdesaan o TPT

Sumber: BPS Sultra 2024

Gambar 2.14.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Agustus
2019 sampai Agustus 2023

Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan
sebesar 4,01 persen pada Agustus 2023 lebih tinggi dua kali TPT di daerah
perdesaan yang hanya mencapai 2,59 persen. Apabila dilihat perubahan antara
Agustus 2020 terhadap agustus 2023, TPT perkotaan mengalami penurunan
sebesar 2,73 persen poin sedangkan TPT perdesaan turun diangka 0,85 persen.
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Adapun TPT berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik di bawah
ini, dimana Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 2,68 persen, lebih rendah
dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,87 persen. Selama setahun terakhir,
TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin. Sementara TPT
perempuan dibandingkan setahun terakhir mengalami peningkatan sebesar
0,51 persen poin.

4,68

4,51

2020 2021 2022 2023
4 Laki-Laki £ Perempuan

Sumber: BPS Sultra 2024

Gambar 2.15.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Jenis Kelamin, Agustus 2020
sampai Agustus 2023

B. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan

1. Seni dan Budaya

Pembangunan di bidang seni dan budaya dapat dilihat dari indikator
Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun
sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan
pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi
kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas
sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut
melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan
pembangunan kebudayaan nasional. Berikut capaian Indeks Pembangunan
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara disandingkan dengan capaian Nasional

Tabel 2.33.
Capaian Indikator Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Disandingkan dengan Capaian Nasional Tahun 2019 — 2023

Capaian Kinerja

No. i
° Capaian 2019 2020 2021 2022 2023
1 Provinsi Sulawesi Tenggara 49,10 4891 48,62 52,98 55,10
2  Nasional 55,91 54,65 51,90 55,13 57,13

Sumber: Kemendikbudristek, 2024
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Gambar 2.16.
Perbandingan Nilai Dimensi Pembentuk IPK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023

Dari gambar 2.16. terlihat bahwa dimensi pembentuk indikator
pembangunan kebudayaan yang memiliki nilai paling rendah adalah dimensi
ekonomi budaya yaitu sebesar 17,83. Angka tersebut berada di bawah angka
nasional yaitu 29,50. Nilai pada dimensi ini menunjukkan bahwa persentase
penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber
penghasilan masih rendah.

Tabel 2.34.
Data Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
Jenis Jumlah (unit)

Lembaga Kebudayaan (LK) 4
Obyek Diiduga Cagar Budaya (ODCB):
a. Bangunan 11
b. Benda 30
c. Situs 6
d. Struktur 17
Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK):
e. Adat Istiadat 110
f. Bahasa 19
g. Manuskrip 19
h. Olahraga Tradisional 19
i.  Pengetahuan Tradisional 128
j.  Permainan Rakyat 22
k. Ritus 149
L. Seni 163
m. Teknologi Tradisional 76
n. Tradisi Lisan 44
Total 817

Sumber: Dapobud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi, 2024

2. Olahraga dan Kepemudaan

Pembangunan olahraga dan kepemudaan dilihat dari capaian Indeks
Pembangunan Pemuda. Pembangunan pemuda pada periode 2020 dan 2021 di
Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami perbaikan dari sebesar 1.5 poin
(naik dari 58,83 pada 2020 menjadi 50,33 pada 2021). Dengan kenaikan ini,
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peringkat IPP Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat dari posisi 29 menjadi
peringkat ke 22 se-Indonesia. Perbaikan angka IPP Provinsi Sulawesi Tenggara
didorong oleh perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan
dan kesempatan kerja, dan domain gender dan diskriminasi. Perbaikan angka
indeks domain kesehatan dan kesejahteraan terjadi karena adanya penurunan
signifikan persentase pemuda merokok (dari 21,64% menjadi 21,04%) dan
persentase remaja perempuan yang sedang hamil (turun dari 20,55% menjadi
16,19%). Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, perbaikan angka indeks
domain didorong oleh kenaikan angka pemuda wirausaha kerah putih dari
0,14% menjadi 0,23%. Sementara pada domain gender dan diskriminasi,
perbaikan angka indeks domain didorong oleh peningkatan akses perempuan
terhadap pekerjaan di sektor formal. Meski angka indeks domain gender dan
diskriminasi tercatat mengalami perbaikan, capaian indeks domain ini masih
tertinggal jika dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional. Di tingkat
nasional, capaian pembangunan pemuda pada domain gender dan diskriminasi
telah berada pada angka 53,33, sementara capaian di Provinsi Sulawesi
Tenggara berada 10 angka lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Angka
indeks domain lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih tertinggal
dibandingkan capaian nasional adalah pada domain partisipasi dan
kepemimpinan. Capaian domain ini di Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada
angka 30, sementara di tingkat nasional telah mencapai angka 43,33.
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Tabel 2.35.
Capaian Indikator Pembangunan Kepemudaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Disandingkan dengan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2022

Capaian Kinerja

No. Capaian 2020 2021 2022
1 Provinsi Sulawesi Tenggara 58,83 50,33 53,00
2  Nasional S1 53,33 55,33

Sumber: Kemenpora, 2023.

Pembangunan bidang olahraga dan kepemudaan sangat erat kaitannya
dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan Olah raga dan
kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.36.
Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

Indikator Kinerja Utama Capaian Kinerja T'a rge_t
No. (IKU) Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase Nilai Lakip 100% 100% 100% - - - -
Minimal B
2 Persentase Pemuda yang aktif 100% 100% 100% - - - -
pada kegiatan kepemudaan
3 Pemuda dalam berwirausaha 150 250 - - - -
(orang)
4 Persentase Pemuda/ 73% 75% - - - -
masyarakat yang meningkat
kebugarannya
S Cakupan Pemberdayaan - - - 75% 83% 100% 100%
Pemuda (orang)
6 Cakupan Prestasi Olahraga - - - 85% 85% 100% 100%
7 Cakupan Organisasi Pemuda - - - 75% 78% 100% 100%
8 Nilai LAKIP BB
(72)

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat diketahui bahwa Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada tahun 2018-2020 terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu (1)
Persentase Nilai Lakip Minimal B, (2) Persentase Pemuda yang aktif pada
kegiatan kepemudaan dan (3) 3. Pemuda dalam berwirausaha dan 4. Persentase
Pemuda/Masyarakat yang meningkat kebugarannya. Pada Tahun 2021-2023
terjadi perubahan indikator Kinerja Utama sesuai dengan nomenklatur yang
telah ditetapkan disetiap OPD dengan dasar tersebut IKU Diskepora pun
mengalami perubahan. Cakupan Pemberdayaan Pemuda tahun 2021-2022
merupakan kegiatan pemuda yang dilaksankan untuk membangun sumber
daya manusia bagi pemuda, adapun bentuk kegiatan kepemudaaan terfokus
pada pengembangan karakter kepemimpinan pemuda serta meningkatkan
pereokomian mandiri pemuda dalam bentuk kegiatan wirausaha bagi pemuda.

Cakupan Prestasi Olahraga tahun 2021-2022 faktor pendukung
peningkatan prestasi khususnya ditahun 2021 yaitu pelaksanaan kegiatan pada
ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara
Berhasil mendapatkan Prestasi dengan 5 medali Emas 5 medali Perak dan 5
medali perunggu dan meningkatnya jumlah atlet sulawesi Tenggara yang
mengikuti iven Sea Games, Asian Games bahkan Olimpiade. Cakupan
Organisasi Pemuda tahun 2021-2022 Dinas Kepemudaan melakukan
pemeliharaan Organisasi kepemudaan yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan
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dan Olahraga Prov. Sultra serta di dukung oleh organisasi lain seperti Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi lainnya.

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah
A. Kondisi Makro Ekonomi

Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi
daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah
yang berorientasi pada hasil, manfaat dan dampaknya bagi peningkatan
produktivitas daerah. Hal ini ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas
makro ekonomi daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2024
INDIKATOR PEMBANGUNAN CAPAIAN
2021 2022 2023 2024
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,66 5,57 5,25 5,78
(Tw.IV yoy) (Tw.IV yoy) (Tw.IV yoy) (Tw.I 2024 y-on-y)
2. Tingkat Kemiskinan (%) 11,66 11,17 11,43 11,21
(Mar 2024)
3. Rasio Gini (nilai) 0,39 0,39 0,371 0,370
(Mar 2024)
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,92 3,36 3,15 3,22
(%) (Feb 2024)
5. Indeks Pembangunan Manusia 71,66 72,23 72,79 72,94
(Nilai) (2023)
6. Inflasi (%) 2,59 7,39 2,58 1,73
(TW IV) (TW IV) (TW IV) (Juli)
7. Ekspor (Juta USS$) 590,68 569,84 491,31 304,24 (Juni)
(Oktober) (Oktober) (Oktober)
8. Impor (Juta US$) 270,73 121,94 125,74 220,84 (Juni)
(Oktober) (Oktober) (Oktober)
9. PDRB ADHK ( Triliun Rp) 97,28 102,66 108,15 27,7
(TW II)
10. Nilai Tukar Petani (Nilai) 101,08 99,52 101,09 115,96 (Juli)
(Tahunan) (Desember) (Tahunan)

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024
B. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran
konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah
tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan
(barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula disini
pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani
keperluan rumah tangga.

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah
kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan
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meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan
meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran
penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat
tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.38
Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat
Tinggal, Tahun 2018 - 2022

Tahun

Bablvstes 2018 (Rupiah) 2019 (Rupiah) (Rzu(;zi:h) 2021 (Rupiah)
Buton 567,341 617,061 759,159 666,366
Muna 706,484 779,017 809,677 751,006
Konawe 982,295 1,105,872 968,539 1,010,959
Kolaka 1,001,753 1,119,194 1,135,254 1,074,381
Konawe Selatan 803,711 902,608 901,433 1,024,787
Bombana 895,069 988,460 993,701 973,074
Wakatobi 848,192 782,715 896,836 880,615
Kolaka Utara 883,996 1,001,623 1,041,145 1,218,254
Buton Utara 748,753 757,860 892,738 836,889
Konawe Utara 970,529 1,136,152 1,176,540 1,244,561
Kolaka Timur 993,174 876,843 1,007,634 1,000,559
KonaweKepulauan 841,982 906,913 716,948 841,899
Muna Barat 601,916 615,286 651,286 785,091
Buton Tengah 947,181 632,400 544,071 635,848
Buton Selatan 459,136 621,687 670,319 637,771
Kendari 1,596,118 1,644,433 1,684,698 1,704,396
Baubau 1,131,250 1,157,034 1,071,599 1,203,317
Sulawesi Tenggara 969,749 1,021,290 1,037,799 1,070,493

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat
Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 sebesar Rp 853.720,-. Angka ini
mengalami kenaikan sebesar Rp 969.749,- pada tahun 2018. Pada tahun 2019
pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk adalah sebesar Rp 1.021.290,-
. Sedangkan tahun 2020 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah
sebesar Rp 1,037.799,- dan pada tahun 2021 pengeluaran rata-rata per kapita
sebulan adalah sebesar Rp 1.070.493,-.

Jika dilihat dari sisi proporsi, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan
untuk konsumsi makanan terhadap total pengeluaran rata-rata per kapita
sebulan (konsumsi makanan dan non makanan) menunjukkan bahwa proporsi
pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun
2021 yang sebesar 47,62 persen terjadi penurunan jika dibandingkan dengan
tahun 2020 yang sebesar 48,83 persen. Dan proporsi pengeluaran rata-rata per
kapita sebulan untuk konsumsi non makanan pada tahun 2021 yang sebesar
52.38 persen terjadi kanaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang
sebesar 51.17 persen.

Secara keseluruhan persentase terbesar yang dikeluarkan untuk
konsumsi makanan masyarakat Sulawesi Tenggara didominasi oleh konsumsi
makanan dan minuman jadi (12,28 persen), diikuti oleh konsumsi kelompok
padi-padian (7,38 persen), rokok (7,16 persen) dan ikan/udang/cumi/kerang
(6,48 persen). Sedangkan untuk konsumsi non makanan, pengeluaran untuk
perumahan menempati posisi tertinggi (26,30 persen), diikuti oleh pengeluaran
untuk aneka barang dan jasa (9,81 persen).
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Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004, angka
kecukupan kalori penduduk Indonesia adalah 2000 kkal per orang per hari.
Sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 tersebut dipatok
sebesar 52 gram per orang per hari.

Tabel di atas menyajikan perkembangan konsumsi kalori dan protein di
Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2019. Tahun 2018, besarnya rata-rata
konsumsi kalori masyarakat Sulawesi Tenggara sebesar 2.125,18 kkal per
kapita per hari meningkat menjadi 2.083,17 kkal per kapita per hari di tahun
2019. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2019 sudah
diatas standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (2000 kkal/kapita/hari).
Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga dijadikan ukuran proxy terhadap
kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari
pada tahun 2016 dan 2019 masing-masing sebesar 62,00 gram/kapita/hari
dan 61,16 gram/kapita/hari sudah cukup tinggi melebihi standar kecukupan
gizi nasional sesuai WNPG (52 gram/kapita/hari).

C. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi hijau merupakan indikator yang disusun oleh berbagai
indikator. Secara garis besar terbagi atas tiga yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial
dan Pilar Lingkungan. Berdasarkan data yang tersedia dari data Bappenas, pada
tahun 2015 hingga tahun 2021, nilai rerata indikator Ekonomi Hijau Sulawesi
Tenggara berada disekitar 52 poin. Selanjutnya berdasarkan alur data yang
sama tersebut, nilai Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Tenggara pada tahun 2015
sebesar 45,54 dan pada tahun 2021 sebesar 51,9 Poin. Dengan angka tersebut,
kita bisa menemukan bahwa selama 6 tahun, terdapat peningkatan 6,36 poin
atau setiap tahunnya meningkat sebesar 1,06 poin/tahun.

D. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi Wirausaha
terhadap populasi angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan kondisi wirausaha
di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rasio kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2023 meningkat tajam menjadi 12,19 setelah sebelumnya nilainya 0,08
pada Tahun 2022. Pada realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya usaha
kecil yang menjadi wirausaha pada tahun 2022 semua capaian target tidak
sesuai dengan apa yang telah direncanakan yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2022
meningkatnya usaha kecil dari total 48.703 unit yang tumbuh menjadi
wirausaha sebanyak 400 unit dilihat dari unit UKM yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan, sehingga pencapaian target atas realiasi adalah 0.08%. Pada
realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi
wirausaha pada tahun 2023 capaian target mencapai 12.19% sesuai dengan
target yang telah ditargetkan yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2023 meningkatnya
usaha kecil dari total 48.703 unit yang tumbuh menjadi wirausaha dilihat
berdasarkan jumlah umkm sebanyak 320 unit UKM yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan, ditambahkan 5.935 unit usaha Kecil (termasuk peserta
pelatihan) yang memiliki dan menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) sehingga
pencapaian target atas realiasi adalah 12.19%.
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Tabel 2.39.
Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023

Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023

Rasio Kewirausahaan 0 0 1,00 0,08 12,19
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra, 2024.

Capaian

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai keahlian terpadu yang
berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang
melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti
keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi
oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya.

Untuk melihat kondisi daya saing sumber daya manusia, dapat dilihat
dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Ketergantungan dan Indeks
Pembangunan Literasi.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase dari
populasi yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan dari total populasi usia
kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam
ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan
semakin baik Tingkat ekonomi masyarakatnya. Bersasarkan data Badan Pusat
Statistik menunjukkan adanya fluktuasi dalam TPAK di Sulawesi Tenggara
selama lima tahun terakhir. pada tahun 2023 Sulawesi Tenggara tercatat
dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70,07 persen. Dibandingkan
periode tahun 2022 TPAK di Sulawesi Tenggara naik sebesar 1,25 persen poin,
Begitu juga jika dibandingkan perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2023 terjadi
peningkatan sebesar satu poin persen. Berikut adalah penjelasan lengkap
mengenai TPAK di Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun terakhir :

m Laki-Laki m Perempuan = = TPAX

83,38 83,80 84,08 2291 84 15

2019 2020 2021 2022 2023
Sumber: BPS Sultra 2024

Gambar 2.17.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin TPAK laki-laki Sulawesi
Tenggara sebesar 84,15 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang
sebesar 55,64 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki
mengalami peningkatan sebesar 1,24 persen poin dan TPAK perempuan
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mengalami peningkatan sebesar 0,70 persen poin. Data tersebut juga
mengambarkan adanya perbedaan yang mencolok diantara TPAK laki-laki dan
TPAK Perempuan. Kondisi ini tentu belum sejalan dengan kesetaraan gender
yang gencar disosialisasikan dalam dunia kerja, padahal pemberdayaan
perempuan sangat penting bagi perekonomian sebuah negara. Kondisi tersebut
juga mengindikasikan perlunya upaya konkrit Pengarusutamaan Gender (PUG)
untuk meningkatkan kualitas sumber daya kaum perempuan yang dimulai
dengan mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penganggaran responsif
gender yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan

Beberapa faktor mungkin mempengaruhi perubahan TPAK diantaranya :

- Kondisi Ekonomi: Perubahan dalam ekonomi regional atau nasional dapat
mempengaruhi peluang kerja dan keputusan partisipasi angkatan kerja.

- Pandemi COVID-19: Pada tahun 2020 dan 2021, pandemi bisa menjadi
faktor besar yang mempengaruhi TPAK karena banyak industri yang
terpengaruh dan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau keluar
dari angkatan kerja.

- Perubahan Demografis: Perubahan dalam populasi usia kerja, migrasi, dan
faktor demografis lainnya dapat mempengaruhi TPAK.

2. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (dependency ratio) atau Rasio ketergantungan
dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64
tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan
digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap
penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.
Penduduk wusia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun,
sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah
penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung
pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia
diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Angka ketergantungan di Sulawesi Tenggara Pada tahun 2019 berada
pada level yang cukup tinggi dengan nilai sebesar 58,50%, Ini berarti setiap 100
penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 58 sampai 59 penduduk
usia tidak produktif. Sedangkan pada tahun 2020 - 2023 Angka
ketergantungan menunjukkan adanya perbaikian dengan penurunan yakni
sebesar 49,84 di tahun 2020 atau turun sebesar 8,66 persen poin, dan
cenderung stabil selama empat tahun terakhir dimana tahun 2023 angka
ketergantung sebesar 49,05 persen.

RPIPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 11-61



60,00

@ 58,50

58,00
56,00 \
54,00 \
52,00
a9,a7
SIS \ o 49,16

- -® 49,05

48,00

46,00

44,00

Sumber: BPS Sultra (Data)

Gambar 2.18.
Perkembangan Angka Ketergantungan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023

3. Indeks Pembangunan Literasi

Potensi Sumber Daya Manusia salah satunya dapat dilihat dengan Indeks
Pembangunan Literasi . Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah
konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan
membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks
ini mencakup berbagai indikator.

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dimaksudkan
untuk mengetahui kondisi setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat
dan Indeks Pembangungan Literasi Masyarakat di Kabupaten/kota dan
Provinsi. IPLM dibentuk dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat
yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi
Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan
Masyarakat/hari, Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP, Keterlibatan
Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan.
Kajian mengenai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat bertujuan untuk:

1) Mengetahui Pemerataan Layanan Perpustakaan;

2) Mengetahui ketercukupan koleksi perpustakaan;

3) Mengetahui SDM/Tenaga Perpustakaan semua jenis perpustakaan;

4) Mengetahui Pengunjung semua jenis perpustakaan, diantaranya; jumlah
anggota perpustakaan, profil pemustaka (jenis kelamin, pekerjaan), Jam
layanan perpustakaan dan jumlah kunjungan perbulan/tahun;

5) Mengetahui kondisi Perpustakaan yang dibina sesuai SNP;

6) Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di
bidang Perpustakaan;

7) Mengetahui perkembangan jumlah anggota perpustakaan;

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat akan mengkaji sejauh
mana intervensi hulu yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Kabupaten/Kota
dalam mewujudkan kondisi hilir yang diharapkan.

Selanjutnya kondisi hilir yang diharapkan dengan adanya intervensi
Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain :

1) Meningkatnya Indeks Literasi Masyarakat, terutama pada setiap dimensinya
di setiap daerah.
2) Meningkatnya Tingkat kunjungan ke perpustakaan.
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3) Meningkatnya frekuensi membaca masyarakat Sulawesi Tenggara, baik
melalui media buku maupun sumber-sumber literasi lainnya  dalam
rangka mewujudkan masyarakat berdaya kreasi tinggi.

Berikut capaian Indeks Pembangunan Literasi Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023:

Tabel 2.40.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 - 2023

Uraian Satuan Capaian
2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pembangunan
Literas Masyarakat Indeks 51,81 10,91 13,93 69,93 67,53
(IPLM)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2024.

Dari data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terjadi
penurunan yang tajam. Hal ini disebabkan pengaruh dari pandemi Covid-19
yang mempengaruhi tingkat kunjungan masyarakat dan keterlibatan
masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan.

4. Tingkat Kegemaran Membaca

Minat baca (reading interest) tidak sama dengan kebiasaan/gemar
membaca (reading habits) dan berbeda pula dari budaya baca (reading culture).
Secara sederhana, minat baca adalah potensi untuk membaca secara sukarela.
Adapun kebiasaan atau gemar membaca adalah kegiatan membaca atau
berinteraksi dengan bahan bacaan secara teratur atau berulang. Dan budaya
baca Dimana aktivitas membaca sudah menjadi kebutuhan hidup dan gaya
hidup bagi seseorang, atau sekelompok orang.

Pentingnya budaya kegemaran membaca bagi masyarakat adalah tolok
ukur masyarakat berpengetahuan (literat) maka, pembudayaan kegemaran
membaca terus didorong dan diupayakan secara berkelanjutan melalui
keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sesuai dengan pasal 48 UU
Perpustakaan No 43 Tahun 2007. Tumbuhnya kegemaran membaca masyarakat
menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa. Pasal 49 UU Perpustakaan
No 43 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca
untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Yang dimaksud sistem
perbukuan dalam undang — undang ini adalah tata Kelola perbukuan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup
pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik,
pendistribusian, penggunaan, penyediaan dan pengawasan buku.
Pendistribusian buku adalah rangkaian kegiatan penyebaran buku untuk
diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari penerbit sampai kepada

pengguna.

Maksud pekerjaan Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat adalah
untuk mengetahui durasi membaca, frekuensi membaca, jumlah buku yang
dibaca, durasi akses internet dan preferensi internet oleh masyarakat Sulawesi
Tenggara serta mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan
perpustakaan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan perpustakaan desa/
kelurahan.

Sedangkan Tujuan dari kajian ini adalah:
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1) Mengidentifikasi dan mengkaji kondisi perpustakaan umum provinsi,
kabupaten/kota dan perpustakaan desa/kelurahan pada wilayah kajian.
berdasarkan 5 komponen perpustakaan yang terdiri: 1. Koleksi, 2. Sarana
dan Prasarana, 3. Pelayanan, 4. Tenaga dan 5. Penyelenggaan dan
pengelolaan perpustakaan.

2) Mengidentifikasi dan Mengkaji tingkat kegemaran membaca masyarakat
Sulawesi Tenggara di Kabupaten/Kota berdasarkan durasi membaca,
frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, durasi akses internet dan
preferensi internet oleh masyarakat Sulawesi Tenggara serta mengetahui
kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) dan perpustakaan desa/ kelurahan.

3) Merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan Perpustakaan Umum
dan Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca di Sulawesi Tenggara.

Berikut capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023:

Tabel 2.41.
Nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023
q Capaian
e Satuan 5579 2020 2021 2022 2023
Nilai Tingkat Nilai 52,16 55,99 57,63 65,23 68,02

Kegemaran Membaca
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2024.

Dari data di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa minat baca dan kepuasan masyarakat terhadap
layanan perpustakaan semakin tinggi.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap
indikator-indikator : infrastruktur jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan.

Tabel 2.42.
Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara, Tahun 2022 - 2023

No. Uraian Tahun 2022  Tahun 2023
A. Jalan
1. Nasional (km) 1.497,81 1.497,81
2.  Provinsi (km) 1.076,94 1.076,94
3. Kabupaten/ Kota (km) 10.352,21 10.384,86
B. Perumahan
1. Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen) 87,07 88,99
2. Persentase Penduduk berakses air minum (persen) 94,64 94,80
Proporsi rumah tangga dengan akses
3. berkelanjutan terhadap air minum layak, 94,64 94,80
perkotaan dan perdesaan (persen)
4. Persentase areal kawasan kumuh (Ha) 6.011,84 6.011,84
5. Persgntgse areal kawasan kumuh kewenangan 646,13 646,13
provinsi (Ha)
C. Irigasi
1. Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi 65,02 61,44
9 Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan 24 lok 20 lok
" penghubung dan aliran sungai rawan longsor
d. Perhubungan
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No. Uraian Tahun 2022 Tahun 2023

1. Bandara 5 lokasi 5 lokasi
2.  Pelabuhan Pengumpan Regional 7 lokasi 7 lokasi
3. Pelabuhan Penyeberangan 13 lokasi 13 lokasi
4 Terminal Type B 10 lokasi 10 lokasi

Sumber : BPS , Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023, Bappeda Sultra, 2024

Infrastruktur eksisting di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti
tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks infrastruktur di Provinsi Sulawesi
Tenggara dihitung berdasarkan kondisi infrastruktur konektivitas yang terdiri
dari infrastruktur jaringan jalan, sumber daya air dan perhubungan. Dimana
kondisi infrastruktur tersebut diharapkan dapat menggambarkan kualitas
infrastruktur transportasi dan sumber daya air.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator
pembentukan modal tetap bruto, mal pelayanan publik, angka kriminalitas, dan
pengenaan pajak daerah.

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto adalah konsep ekonomi makro yang
mengukur nilai aset tetap yang diperoleh atau diproduksi dalam periode tertentu
baik oleh sektor publik maupun swasta. Berikut capaian PMTB Provinsi
Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.43.
Capaian PMTB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023
Capaian
. TW III-2023 TW IV-2023 TW III-2023 TW IV-2023
Uraian terhadap terhadap TW terhadap TW terhadap
TW II-2023 I11-2023 II1-2022 TW IV-2022
Pembentukan Modal Tetap 17,17 5,80 7,42 5,36

Bruto
Sumber: BPS, 2024.

Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,35 persen.
Pertumbuhan didukung oleh kontribusi komponen Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) sebesar 2,82 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut
pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 didukung oleh Komponen
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 36,05 persen. Ekonomi
Sulawesi Tenggara triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh
sebesar 5,25 persen. Pertumbuhan didukung oleh kontribusi Komponen
Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,36 persen. Ekonomi Sulawesi
Tenggara pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (g-to-q) tumbuh
6,03 persen. Pertumbuhan didukung oleh komponen Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) sebesar 5,80 persen.

2. Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang
diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, serta
swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan
kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan dalam
pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Hal ini
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merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal pelayanan publik merupakan
bentuk kemudahan dalam pengurusan izin berinvestasi yang merupakan
arahan dari presiden untuk mempermudah pelayanan publik. Pembentukan
mal pelayanan publik merupakan bentuk kokrit dalam wupaya reformasi
birokrasi di bidang pelayanan publik yang bertujuan mempermudah, menjamin
keamanan, kenyamanan secara efektif dan efisien dalam upaya peningkatan
investasi. Dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara Sebanyak 14
Kabupaten dan kota yang telah membentuk mall pelayanan publik, 6
diantaranya telah diresmikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,
yaitu: MPP Kabupaten Bombana menjadi MPP pertama di Sulawesi Tenggara
diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2021, MPP Kota Kendari diresmikan pada
tanggal 19 Agustus 2022, MPP Bau-Bau diresmikan pada tanggal 27 Mei 2024,
serta MPP Kabupaten Kolaka dan MPP Kabupaten Buton yang diresmikan pada
tanggal yang sama, yakni 24 Juni 2024. Delapan Kabupaten lain juga telah
menyelesaikan pembangunan MPP dan kini dalam tahap penyesuaian standar
sebagaimana petunjuk teknis dari KEMENPAN RB. dan 3 kabupaten lainnya
dalam proses pembangunan, yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Muna Barat dan
Kolaka Timur.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan
ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor
untuk berinvestasi. Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara dapat
terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44.
Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi
Tenggara, 2021 - 2022

. L Tahun 2021 Tahun 2022

RO Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan
Pembunuhan 14 32 18 25
Aniaya Berat 22 14 7 6
Aniaya Ringan 16 27 19 16
Aniaya Biasa 848 615 1145 706
Curas 30 18 29 16
Curat 203 221 189 198
Curanmor 185 65 156 36
Perkosaan 19 22 11 11
Perjudian 26 21 41 20
Perzinahan 26 18 27 20
Pengrusakan 91 62 79 55
Penipuan 94 67 91 48
Penggelapan /Embezzlement 74 67 99 56
Curi Biasa 296 169 277 201
Penipuan dengan 131 55 181 73
Penggelapan
Palsu Surat 38 29 56 23
Serobot Tanah 38 22 26 8
Penghinaan 19 10 20 20
Pengeroyokan 303 157 344 177
Lahgun Sajam 2 2 6 2

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023
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4. Pengenaan Pajak Daerah

Pengenaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak
Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2029 — 2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020 - 2021

Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2021
Jenis Pajak Target Realisasi Target Realisasi

(000 Nilai (000 Nilai

Rp) (000 Rp) persen Rp) (O0ORp) persen
Pajak Daerah - 984,253.36 - - 931,823.51 -
Retribusi Daerah - 19,591,16 - - 24,380.91 -
Bagian Laba BUMD - 56,845.49 - - 64,694.89 -
Lain-Lain Pendapatan - 163,528.52 - - 135,749.56 -
Penerimaan Bagi Hasil - 97,441.26 - - 41,053.87 -

Pajak
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
A. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang
sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka
Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap
jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan
pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi
penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Pendidikan Atas Provinsi
Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami
peningkatan. Pada tahun 2019 APK Pendidikan Atas mencapai 86,81 persen
yang menunjukkan tren peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 99,85
persen.

Tabel 2.46.
Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 - 2023

Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023
SMA/SMK/MA 86,81 87,74 89,50 89,14 99,85
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Indikator

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada
kelompok wusia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada
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kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk
mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa
melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur
proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2021 mengalami
sedikit peningkatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan APM Pendidikan Atas
sangat diharapkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program wajib
belajar 12 tahun, sehingga dengan pendidikan yang tinggi akan sangat
menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.47.
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 - 2023

. Capaian Kinerja
Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
SMA/SMK/MA 62,92 63,41 63,70 64,11 61,11
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2024

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 — 18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar
yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan
khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan
terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara
umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari
besarnya APS pada setiap kelompok umur. Namun demikian meningkatnya APS
tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan
masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023

Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023
APS Penduduk Usia 16 - 18

73,94 74,50 75,02 86,04 74,60
Tahun

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Indikator

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi
Tenggara untuk APS Penduduk Usia 16 - 18 Tahun cukup fluktuatif
sebagaimana tercantum pada tabel 2.34. Capaian pada tahun 2019 yaitu
sebesar 73,94 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022
mencapai 86,04 persen. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup
signifikan yaitu sebesar 11,02 persen dari capaian tahun 2021 yang berada di
angka 75,02 persen. Akan tetapi pada tahun 2023 capaian APS hanya mencapai
74,60 persen atau mengalami penurunan 11,4 persen.

4) Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK

Angka Putus Sekolah (APTS) merupakan salah satu tolok ukur kemajuan
pembangunan bidang pendidikan untuk melihat keterjangkauan maupun
pemerataan pendidikan.Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah
satunya adalah permasalahan adanya anak yang putus sekolah sebelum
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menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alas an seperti tidak adanya
biaya, bekerja untuk membatu perekonomian keluarga, ataupun alasan lainnya.
Ganggauan belajar pada siswa sekolah baik yang disebabkan oleh faktor internal
(kurangnya motivasi sekolah, kemampuan belajar yang kurang) maupun yang
disebabkan oleh faktor eksternal dapat menjadikan siswa putus
sekolah /berhenti sekolah.

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK
Tahun 2019 - 2023

Capaian Target Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023

APTS SMA/SMK/MA 2,07 0,70 0,49 0,79 1,13
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Indikator

5) Angka Kelulusan

Salah satu indikator utama pembangunan pendidikan adalah angka
kelulusan. Perkembangan angka kelulusan 5 (Lima) tahun terakhir dari tahun
2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Hal menunjukkan bahwa
kualitas pembangunan pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Target
angka kelulusan untuk tahun berjalan (2023) dan tahun depan (2024) juga
ditargetkan mencapai angka 100 persen. Namun, pada tahun 2023 terjadi
sedikit penurunan sehingga angka kelulusan pada SMA sebesar 99,40 persen
dan SMK sebesar 98,93 persen. Perkembangan Angka kelulusan Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah
Menengah Atas Tahun 2018 - 2023

Capaian Target Kinerja

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Angka Kelulussan Sekolah Dasar

sampai dengan Sekolah Menengah 100 100 100 100 100
Atas (Persen)

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

6) Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)

Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah di Provinsi Sulawesi
Tenggara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.51.
Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga
Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021- 2023

Capaian Kinerja

Indikator
2021 2022 2023
Siswa Baru SMA/SMK 44.045 47.159 41.173
Angka Melanjutkan (persen) 111,00 104,62 109,99

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (PDSPK) Tahun 2024

7) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan adalah semua sarana dan prasarana yang
mendukung aktifitas pembelajaran. Kondisi Bangunan Sekolah di Sulawesi
Tenggara digambarkan pada tabel di berikut ini :
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Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2019 -2023
. Capaian Target Kinerja

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

1. Persentase Ruang Kelas Baik 23,51 38,5 35,35 47,94 46,49
(SMA)

2. Persentase Ruang Kelas Baik 18,28 37,91 36,76 47,61 49,32
Terhadap Ruang Kelas (SMK)

3. Persentase Ruang Kelas Baik 6,11 16,41 19,48 33,96 28,61

Terhadap Ruang Kelas (SLB)

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.53.
Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2024

Sarana dan Prasarana

No. Kab/Kota SHA SME SLB
Baik Rusak Rusak Rusak Baik Rusak Rusak Rusak Baik Rusak Rusak Rusak
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat
1. Bombana 197 63 87 59 100 16 15 27 0 0 6 9
2. Buton 184 100 57 58 47 32 21 23 4 0 0 0
3. Buton 212 38 30 44 24 19 6 1 0 0 0 0
Selatan
4. Buton 137 96 104 8 63 19 38 6 9 12 0 0
Tengah
5. Buton Utara 137 13 22 35 38 10 16 22 15 3 0 0
6. Kolaka 191 112 26 17 159 48 47 41 29 36 34 12
7 Kolaka 122 59 33 23 91 26 21 2 15 0 0 0
Timur
8. Kolaka 43 59 57 38 98 12 10 8 0 0 0 0
Utara
9. Konawe 298 144 58 60 137 28 13 26 90 16 32 0
10. Konawe Kep. 26 33 25 24 21 3 9 6 0 2 0 0
11. Konawe 294 140 76 71 45 65 59 28 17 17 2 9
Selatan
12. Konawe 96 28 50 34 23 6 10 0 0 6 6 0
Utara
13. Muna 327 147 80 151 135 87 110 67 46 108 43 83
14. Muna Barat 139 31 57 44 65 12 45 6 48 15 10 4
15. Wakatobi 107 78 80 84 17 33 8 5 1 0 7 6
16.  Baubau 179 84 38 41 79 86 55 20 55 18 14 2
17.  Kendari 364 185 91 68 297 54 63 44 24 61 19 36

Sulawesi Tenggara 3053 1410 971 859 1439 556 546 332 353 294 173 161

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

8) Sertifikasi Guru

Tabel 2.54.
Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Prov. Sultra Tahun 2023

Jumlah Guru Bersertifikasi pada Jenjang Pendidikan

No Kab/Kota SMA SMK SLB

1. Bombana 626 304 7
2. Buton 794 252 21
3. Buton Selatan 623 121 10
4. Buton Tengah 536 270 25
5. Buton Utara 391 171 21
6. Kolaka 562 506 116
7. Kolaka Timur 349 223 8
8. Kolaka Utara 313 221 5
9. Konawe 1012 325 104
10. Konawe Kepulauan 149 72 6
11. Konawe Selatan 853 252 38
12. Konawe Utara 273 53 19
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Jumlah Guru Bersertifikasi pada Jenjang Pendidikan

No Kab/Kota

SMA SMK SLB
13. Muna 624 482 93
14. Muna Barat 1196 931 119
15. Wakatobi 1340 790 313
16. Baubau 569 216 73
17. Kendari 632 124 9
Sulawesi Tenggara 10.842 5.313 987

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan program sertifikasi guru
untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, serta memastikan kualitas
pendidikan yang lebih baik di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Data
sertifikasi ini disusun berdasarkan kabupaten/kota untuk memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai distribusi dan pencapaian sertifikasi
guru di masing-masing daerah. Rincian data sertfikasi setiap jenjang tahun
2023 adalah untuk sertfikasi guru SMA sebanyak 10.842, guru SMK sebanyak
5.313, dan sertfikasi guru SLB sebanyak 987 guru.

9) SPM Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan
Permendagri Nomor 100 tahun 2018 yang mengatur tentang Standar Pelayanan
Minimum (SPM), menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
khususnya di bidang pendidikan berwenang terhadap penyelenggaraan SPM
Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus/layanan khusus, hal ini juga
diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 yang juga
mengatur tentang SPM khususnya SPM bidang Pendidikan.

Berikut ini akan disajikan Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Pendidikan Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2025.

Tabel 2.55.
Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2018 - 2023

. Tahun
I Indikator

Layanan 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jumlah Warga

Negara Usia 16-

18 tahun yang

Berpartisipasi 73,47% 74,93% 74,50 75,02 74,53 73,47%
dalam Pendidikan

Menengah (APS

16-18 Tahun)

Pendidikan
Menengah

Jumlah Warga
Negara Usia 4-18
tahun yang
termasuk dalam

Pendidikan  Penduduk

Khusus Disabilitas yang
Berpartisipasi
dalam Pendidikan
Khusus (APS 4-18
Tahun)

N/a N/a N/a N/a 57,73% N/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
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Pendidikan Menengah

Capaian SPM untuk layanan Pendidikan Menengah, selama kurun waktu
2018 sd 2023 rata-rata berada pada kisaran 73-75 persen dari target 100 persen
yang ditetapkan. Peningkatan capaian kinerja ini dari tahun ke tahun relatif
tidak menunjukkan peningkatan angka yang belum signifikan. Tahun 2021
capaian SPM sebsar 75,02 persen dan mengalami penurunan 0,49 persen pada
Tahun 2022.

Pendidikan Khusus

Capaian SPM untuk layanan Pendidikan Khusus Tahun 2018 sd 2021
tidak tersedia pada Rapor Pendidikan (Assesment Nasional) yang dikeluarkan
oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Akar masalah penyebab Pencapaian SPM Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus masih rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

2) Biaya pendidikan, biaya personal peserta didik relatif masih tinggi sehingga
peserta didik tidak mampu memenhuhi syarat untuk membiayai komponen
pendidikan

3) Daya tampung sekolah masih kurang dimana masih terdapat sekolah yang
memiliki daya tampung yang masih terbatas. Daya tampung yang terbatas
ini disebabkan karena ruang kelas terbatas atau dalam kondisi rusak berat.

Tabel 2.56.
Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 — 2024

No Kabupaten/Kota Indeks SPM

2022 2023 2024
1 Bombana N/A 55,08 64,44
2 Buton N/A 56,43 67,59
3 Buton Selatan N/A 52,76 59,36
4 Buton Tengah 56,75 62,39
) Buton Utara 54,06 65,19
6 Kolaka 51,25 61,09
7 Kolaka Timur 61,17 70,8
8 Kolaka Utara 48,02 73,58
9 Konawe 51,68 61
10 Konawe Kepuluan 50,39 73,68
11 Konawe Selatan 56,47 59,89
12 Konawe Utara 51,54 58,68
13 Muna 63,38 70,97
14 Muna Barat 61,96 71,09
15 Wakatobi 51,67 65,29
16 Baubau 55,87 65,35
17 Kendari 57,86 68,24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
B. Urusan Kesehatan

1) Perkembangan Fasilitas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun terus berupaya
meningkatkan kualitas dan kuantitas Fasilitas Kesehatan baik di daerah
perkotaan maupun perdesaan. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan
kontribusi yang signifikat terhadap peningkatan Derajat Kesehatan di Sulawesi
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Tenggara. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Tenggara secara rinci dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.57 .
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023

Jumlah Fasilitas Kesehatan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jenis Fasilitas

Puskesmas :
- Puskesmas Perawatan 86 94 98 98 105 111
- Puskesmas Non 196 195 195 196 191 196
Perawatan
Total 282 289 293 294 296 307
Jaringan Puskesmas :
- Puskesmas Keliling 146 161 250 198 122 148
- Puskesmas Pembantu 480 480 486 492 431 378
Total 626 641 736 690 553 526

Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) :

- Polindes dan Poskesdes 1.157 1.157 1.044 1.069 1184 1018

-  Posyandu 3.137 3.200 3.200 3.231 3268 3.233
Total 4.294 4.357 4.244 4.300 4.452 4.251

Rumah Sakit :

-  Rumah Sakit Umum 36 36 33 37 37 43

- Rumah Sakit Jiwa 1 1 1 1 1 1

-  Rumah Sakit Jantung - - - - - 1
Total 37 37 34 38 38 44

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kendari Tahun 2024

a) Puskesmas

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang sangat
strategis karena secara langsung memberikan pelayanan kepada masyakat.
Secara umum Puskesmas terdiri dari Puskesmas Perawatan dan Puskesmas
Non Perawatan. Tahun 2018 sd 2023 jumlah Puskesmas tidak menunjukkan
pertambahan jumlah yang signifikan. Tahun 2018 Puskesmas berjumlah 282
unit dan Tahun 2023 berjumlah 307 unit yang berarti selama kuran waku 5
(lima) tahun, jumlah Puskesmas hanya bertambah 25 unit Puskesmas.

b) Rumah Sakit

Tahun 2018 dan 2019, jumlah Rumah Sakit Umum di Sulawesi
Tenggara sebanyak sebanyak 37 RS. Tahun 2020 jumlah Rumah Sakit
mengalami penurunan menjadi 34 RS. Hal ini yang disebabkan karena 3 (tiga)
RS yang ada masih teregistrasi namun izin operasionalnya dihentikan/tidak
berlaku lagi yaitu RS Griya Husada, RS PMI dan RS Mitra Sakinah Konawe.

Tahun 2023, jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan
kesehatan ini sebanyak 45 RS. Jumlah Rumah Sakit tersebut meliputi RS
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, BUMN dan RS
Swasta.

c¢) Polindes dan Poskesdes

Poskesdes adalah singkatan dari Pos Kesehatan Desa. Lembaga ini
adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai
wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Poskesdes siap melayani segala
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keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih
lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit.

Poskesdes berperan penting terhadap tingkat kesadaran masyarakat
mengenai kesehatan yang mana untuk mencegah dan mengatasi masalah
kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Persediaan obat
yang ada di poskesdes itu didatangkan dari puskesmas terdekat. Biasanya obat-
obat tersebut didatangkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Jumlah Polindes dan Poskesdes di Sulawesi Tenggara dalam krun waktu
2018 sd 2023 relatif tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkwan
data menunjukkan adanya tren penurunan. Namun demikian Poskesdes masih
merupakan pelayanan kesehatan yang cukup strategis utamanya di wilayah
perdesaan.

Poskedes adalah wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat atas dasar musyawarah
masyarakat desa dalam rangka :

(1) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat desa.

(2) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa
terhadap penyakit dan masalah-masalah kesehatan.

(3) Meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menolong diri
sendiri dalam bidang kesehatan.

(4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh
masyarakat desa dan tenaga kesehatan.

(5) Meningkatkan dukungan dan peran aktif berbagai pihak yang
bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat desa ditandai
dengan terbentuknya Ambulans Siaga, Donor Siaga dan Dana Sehat.

d) Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh
masyarakat, dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat. Posyandu
menyelenggarakan minimal S program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak,
keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare.
Posyandu merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki jumlah terbanyak
diantara jumlah fasilitas kesehatan lainnuya.

Posyandu di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan
dan pertumbuhan yang cukup baik dan signifikan, hingga Tahun 2023 jumlah
Posyandu yang tersebar di seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara mencapai 4.251
unit. Rasio Posyandu terhadap desa/kelurahan dalam kurun waktu 5 (lima)
mencapai 1,38 atau terdapat 1-2 posyandu setiap desa/kelurahan.

2) Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan

Salah satu fakto yang dapat mendukung peningkatan pelayanan
kesehatan di daerah adalah ketersediaan Tenaga Kesehatan. Berikut ini
disajikan gambaran ketersediaan Tenaga Kesehatan menurut kabupaten/kota
sbb:
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Tabel 2.58.
Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 - 2023

Capaian Target Kinerja

No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

1.  Dokter Spesialis 255 310 254 419 468
Rasio (11 per 100.000 9.65 11 10 15 17
penduduk)

2. Dokter Umum 435 539 684 918 906
Rasio (45 per 100.000 16.46 20 26 34 34
penduduk)

3. Dokter Gigi 182 238 220 299 270
Rasio (13 per 100.000 6.89 9 9 9 10
penduduk)

4. Perawat 4.803 5.034 6.058 4466 7.707
Rasio (180 per 100.000 181.74 186 231 163 288
penduduk)

S. Bidan 3.963 3.635 4.496 2.960 6.272
Rasio (120 per 100.000 149.96 134 171 107 234
penduduk)

6. Farmasi 745 850 995 812 871
Rasio (36 per 100.000 28.19 31 38 30 33
penduduk)

7.  Ahli Gizi 616 728 845 597 846
Rasio (14 per 100.000 23.31 27 32 22 32
penduduk)

8. Tenaga Sanitasi 393 462 490 407 582
Rasio (13 per 100.000 14.87 17 19 15 22
penduduk)

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024
Tabel 2.59.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2022 dan 2023
Tenaga
Kabupaten/ Tenaga Medis Tenaga Te.naga Tenaga- Kesehftan
No. Keperawatan Kebidanan Kefarmasian .
Kota lainnya
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

1. Buton 73 74 402 457 420 464 61 80 346 378

2. Muna 92 104 1039 1048 88 960 148 177 665 784

3.  Konawe 93 101 943 1217 915 1112 128 216 504 748

4.  Kolaka 929 106 790 796 618 623 113 119 363 431

5.  Konawe 81 93 501 515 656 637 101 92 451 467
Selatan

6. Bombana 79 74 416 440 386 418 81 88 254 286

7.  Wakatobi 51 59 396 426 349 343 79 94 341 378

8.  Kolaka 74 62 489 472 555 562 87 102 311 328
Utara

9. Buton Utara 30 40 285 339 261 307 49 65 232 333

10. Konawe 45 41 344 388 356 394 71 92 276 299
Utara

11. Kolaka 32 35 371 396 372 391 52 53 163 220
Timur

12. Konawe 23 28 162 164 166 173 43 52 198 207
Kepulauan

13. Muna Barat 36 43 324 311 331 323 59 53 262 244

14. Buton 38 45 348 368 290 314 47 59 193 237
Tengah

15. Buton 36 52 355 428 388 397 55 97 247 284
Selatan

16. Kendari 413 504 1534 1730 668 739 342 477 923 1.096

17. Baubau 114 133 621 645 355 351 101 101 409 441
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Tenaga
Kesehatan
lainnya
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
Sulawesi Tenggara 1.409 1.594 9.320 10140 7.972 8.508 1.617 2.017 6.138 14.522
Sumber : Aplikasi SI-DMK Kemenkes (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024)

Tenaga Tenaga Tenaga

Kabupaten/ Tenaga Medis Keperawatan Kebidanan Kefarmasian

LS Kota

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga
kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 3 terus mengalami peningkatan. Untuk
dokter spesialis selain keberadaan dokter spesialis PNS, juga didukung dokter
spesialis melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis dari Kementerian
Kesehatan R.I yang ditempatkan di Rumah Sakit kabupaten namun bersifat
temporary, serta dokter spesialis yang dikontrak oleh pemerintah kabupaten.
Diharapkan peningkatan jumlah dokter spesialis di Provinsi Sulawesi Tenggara
dapat dilakukan dengan menyekolahkan dokter umum yang sudah PNS
kejenjang spesialis oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga setelah
mereka selesai dapat Kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdikan
ilmunya kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk dokter umum sampai dengan tahun 2023 berdasarkan tabel di
atas juga terus meningkat, baik dokter yang PNS dan PTT. Adanya dokter umum
dengan status PTT sampai masa kontrak 2 tahun akan mempengaruhi
keberadaannya khususnya di Puskesmas. Keberadaan Fakultas Kedokteran
untuk dokter umum di Universitas Haluoleo diharapkan dapat mencetak
alumni-alumni kedokteran yang berkualitas dan dapat diangkat menjadi PNS
serta bersedia ditugaskan Puskesmas seluruh wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara. Sementara itu peralatan kesehatan yang berhubungan dengan tugas
dokter gigi belum memadai di Puskesmas apalagi di daerah terpencil. Disamping
itu belum adanya fakultas kedokteran gigi di Universitas Provinsi ini juga
merupaka Pekerjaan Rumah yang perlu dipikirkan bersama antara pemerintah
provinsi dan pihak universitas khususnya Universitas Haluoleo agar ke
depannya dibuka Fakultas Kedokteran gigi untuk mengakomodir tenaga dokter
gigi.

Pemenuhan jenis tenaga bidan, nutrisionis dan perawat di Provinsi
Sulawesi Tenggara sampai tahun 2023 juga meningkat, selain yang berstatus
PNS termasuk PNS dari alumni Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk
program gizi, kebidanan dan keperawatan dikabupaten/kota, juga didukung
dengan adanya program PTT khususnya untuk bidan, selanjutanya Program
Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus untuk bidan, perawat, nutrisionis.

Tenaga farmasi/apotker juga berfluktuatif di seluruh kabupaten/kota
juga mengalami peningkatan. Banyaknya asisten apoteker beberapa tahun
terakhir ini, salah satunya karena didukung oleh Institusi Pendidikan Tenaga
Kesehatan Khususnya Akdemi farmasi yang berada di Kendari, selain alumni
dari luar provinsi Sulawesi tenggara yang penempatan CPNS di daerah ini. Jenis
tenaga ini juga masuk dalam analisis kebutuhan rencana kebutuhan untuk
Program Nusantara sehat dan penugasan khusus dari pemerintah pusat yang
akan ditempatkan di Puskesmas khususnya daerah terpencil. Namun demikian
tantangan yang dialami, khususnya untuk status PNS, masih belum meratanya
pendistribusian tenaga asisten apoteker di Puskesmas di seluruh kabupaten,
masih ada Puskesmas yang tidak ada tenaga apoteker dan asisten apoteker
padahal kalau dilihat dari rasionya, untuk tenaga asisten apoteker sudah
melebihi target. Diharapkan pihak pemerintah kabupaten khususnya dinas
kesehatan dapat mengoptimalkan Standar Ketenagaan Minimal tenaga asisten
apoteker sehingga pendistribusiannya dapat lebih merata lagi.
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3) Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian pelayanan kesehatan ada
beberapa indikator yang digunakan yang meliputi indikator pelayanan
kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pebaikan gizi, Pengendalian
Penyakit, Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan
masyarakat.

Tabel 2.60.
Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja

No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Cakupan Penemuan dan 82.7 83.43 83 91 99 85.19
Penanganan BTA Positif (persen)

2. Cakupan Desa UCI 89.52 88.56 85,46 73,5 78,5 90

3. Cakupan Kunjungan Neonatal 93,06 89,75 9431 88,7 87,3 90
Lengkap

4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 77,4 77,3 75,73 75,8 72,6 -
K4

5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil - - - - 44,6 60
K6

6. Cakupan Persalinan Tenaga 84.80 86.80 99,73 87,8 81.4 82
Kesehatan Kompeten

6. Penanganan Kasus Gizi Buruk 100 100 100 100 100 100

7. Cakupan Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100

yang Mendapat Pelayanan
Kesehatan Dasar
8. Cakupan Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100
yang Mendapat Pelayanan
Kesehatan Rujukan

9. Cakupan Ketersediaan Obat dan 85 90 85 90 - -
Vaksin
Cakupan Ketersediaan Obat - - - 90 92 94
Cakupan Ketersediaan Vaksin - - - - 98.99 89,16

10. Cakupan Rumah Tangga dengan 36,23 53,15 56,15 58,6 55,9 75
PHBS

11.  Persentase Penduduk yang 24.4 30 57,13 69,35 - -

Memiliki Akses Terhadap Air

Minum Berkualitas

Persentase Sarana Air Minum - - 60 64 68 72
yang di awasi/diperiksa air

minumnya sesuai standar

12.  Angka Kesakitan: Menurunnya 0.3 0.3 0,17 0,13 0.25 0.46
Kasus Malaria per 1000
Penduduk

13. Angka Kesakitan: Prevalensi HIV ~ 0.009 0.013 0,18 0,3 0,245 0.18

pada Populasi Dewasa (15-49
Thn) (persen)

14. Angka Kesakitan: Angka 38,4 63,5 14,1 25,7 34 10
Kesakitan DBD Per 100.000
Penduduk

15. Angka Kesakitan: Prevalensi 150.0 166.52 118 135 189 268
Tubercolosis per 100.000
Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

4) Cakupan Penanganan Tubercolosis (TB)

Menurut World Health Organization (WHO) Tuberculosis atau TB
merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis
yang pada umumnya mempengaruhi paru-paru. Tuberculosis (TB) merupakan
masalah utama kesehatan global sebagai penyebab utama kematian pada jutaan
orang setiap tahun di seluruh dunia setelah HIV. Tuberculosis lebih dikenal
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dengan TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri
Mycobacterium Tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang
telah terinfeksi basil Tuberculosis. Beban penyakit yang disebabkan oleh
tuberculosis dapat diukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi
(didefenisikan sebagai jumlah kasus tuberculosis pada suatu titik waktu
tertentu) dan mortalitas/kematian (didefenisikan sebagai jumlah kematian
akibat tuberculosis dalam jangka waktu tertentu).

Proporsi pasien baru BTA (+) dari semua kasus TB proporsi pasien baru
BTA+ dari semua kasus TB menggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang
menular diantara seluruh pasien TB baru yang diobati. Dalam usaha
mengeliminir kasus baru, angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65
persen. Apabila proporsi pasien baru BTA+ dibawah 65 persen maka hal itu
menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas
untuk menemukan pasien yang menular (Pasien BTA+).

Tabel 2.61.
Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tubercolosis (TB) di Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023

82.7 83.43 83 91 99 85,19

Indikator

Persentase Capaian Penanganan
Penyakit TB
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Kinerja penanganan tuberkulosis di Sulawesi Tenggara menunjukkan
tren meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hingga pada tahun 2022
mencapai 99 persen. Namun capaian ini mengalami penurunan pad atahun
2023

5) Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi
penduduk terhadap penyakit tertentu yang diberikan pada populasi yang
dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah,
wanita usia subur dan ibu hamil. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan
dimana >80 persen dari jumlah bayi (O — 11) bulan yang ada di desa tersebut
sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, pencapaian Universal Child
Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara
lengkap pada sekelompok bayi. Bila desa UCI dikaitkan dengan batasan suatu
wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya
tingkat kekebalan masyarakat atau bayi terhadap penularan penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana > 80 persen dari
jumlah bayi (0O — 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi
dasar lengkap. Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi
secara lengkap pada kelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan
suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut tergambarkan besarnya
tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (herd Immunity) terhadap penularan
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Walaupun data capaian
program imunisasi di Sulawesi Tenggara cukup fluktuatif dalam kurun waktu
lima tahun terakhir, namun pada tahun 2023 sudah mencapai 90 persen dan
ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 100 persen.
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Tabel 2.62.
Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase Capaian Program

. . 89.52 88.56 85,46 73,5 80 90
Imunisasi

Indikator

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

6) Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap)

Dewasa ini kematian bayi sebagian besar terjadi pada usia kurang dari
satu bulan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kematian neonatal
diutamakan pada pemeliharaan kehamilan sebaik mungkin, pertolongan
persalinan sesuai dengan standar pelayanan dan perawatan bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan
minimal 2 (dua) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan
neonatal, baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas (termasuk bidan
desa, polindes dan kunjungan rumah) dengan ketentuan :

a) Kunjungan pertama, hari pertama sampai hari ketujuh (sejak 6 jam setelah
lahir)

b) Kunjungan kedua kali pada hari kedelapan sampai dengan hari kedua
puluh delapan (8 sampai 28 hari)

c) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bukan merupakan
kunjungan neonatal.

Tabel 2.63.
Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase Capaian
Kunjungan Neonatal 93,06 97.59 94,31 97.07 91.51 90
Lengkap

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Data capaian neonatal lengkap menunjukkan tren penurunan, dimana
pada tahun 2018 mencapai 93,06 persen, namun pada tahun 2023 persentase
kunjungan hanya 80,92 persen. Ha ini menunjukkan bahwa sekitar 20 persen
tidak memeriksakan kehamilan secara lengkap atau tidak sesuai dengan
standar pelayanan kesehatan ibu hamil. Keterbatasan fasilitas, logistik dan
kualitas pelayanan menjadi permasalahan dalam pemenuhan capaian
kunjungan neonatal lengkap. Selain itu, pelaporan yang dilakukan selama ini
berjenjang daro bidan desa ke puskesmas hingga ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi sehingga ada kemungkinan ibu
hamil yang tidak terlaporkan karena mendapatkan pelayanan kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan lain selain puskesmas

7) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini
dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia
kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga.
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Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen
pelayanan sebagai berikut :

a) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.

b) Pengukuran tekanan darah.

c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA).

d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).

e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus
toksoid sesuai status imunisasi.

f) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.

g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).

h) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan
konseling, termasuk keluarga berencana).

i) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah
(Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila
belum pernah dilakukan sebelumnya).

j) Tatalaksana kasus.

Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu
hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal ditiap trimester, yaitu satu kali
pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester
kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia
kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut
dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin
berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi
kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat
dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu
hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga
kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada
kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang
telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit
empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan ditiap trisemester dibandingkan
jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.
Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu
hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya
ketenaga kesehatan.

Tabel 2.64.
Capaian Kinerja Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase Capaian Kunjungan

Ibu Hamil 77,4 76,20 75,73 74.91 46.7 69,98

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Indikator

8) Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompoten

Salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih rendahnya
pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan. Kondisi geografis, persebaran
penduduk, sosial budaya dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan
beberapa faktor penyebab rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan
oleh masyarat (Depkes, 2009).Cakupan persalinan tenaga kesehatan terlihat
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bahwa Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang cukup
tinggi dalam pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan ibu yaitu, meningkatkan peran bidan desa
melalui peningkatan keterampilan, fasilitas dan peralatan serta melakukan
pendekatan kepada masyarakat.

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompeten di Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja

X 2018 2019 2020 2021 _ 2022 _ 2023

Persentase Capaian
Persalinan Tenaga 84.80 86.84 99,73 88,79 86,61 79,14
Berkompeten

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

9) Penanganan Kasus Gizi Buruk

Faktor utama terjadinya gizi buruk di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh
permasalahan ekonomi atau kemiskinan. Hal tersebut sangat berkorelasi
mengingat makin tinggi angka kemiskinan yang tercermin dari rendahnya
tingkat pendapatan, makin tinggi pula potensi terjadinya balita gizi buruk.
Penyebab lain terjadinya balita gizi buruk adalah pola asuh anak yang salah
serta akibat penyakit terutama infeksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
selama ini memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus gizi buruk
dengan menjadikan posyandu sebagai ujung tombak dalam melakukan
pelayanan. Melalui posyandu, kita bisa memberikan pelayanan terhadap ibu
hamil agar intens memeriksakan kehamilan, memberikan makanan tambahan
ibu hamil, pemberian unsur zat besi pada ibu hamil, hingga pada paska
kelahiran anaknya dengan cara memberikan pengetahuan tentang pemberian
asupan gizi yang cukup kepada anak. Penanganan gizi buruk di Sulawesi
Tenggara periode tahun 2015 — 2021 rata-rata setiap tahunnya mencapai target
100 persen.

Secara umum jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Sulawesi Tenggara
dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018
terdapat 220 kasus, sementara pada 2022 ditemukan 863 kasus gizi buruk.
Penemuan ini diperoleh melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
anak secara cermat sehingga kasus gizi buruk dapat ditemukan lebih dini dan
ditangani. Pertambahan penemuan kasus gizi buruk ini merupakan suatu hasil
pelaksanaan surveilans gizi yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan, khususnya
YPG Puskesmas yang dibantu oleh kader posyandu.

10) Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pelayanan Dasar

Salah satu program Pemerintah yaitu program jaminan kesehatan untuk
masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin
agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.
Diharapkan dapat menurunkan kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat
miskin.

Pelayanan kesehatan yang bertumpuh pada masyarakat miskin dan
terjangkau yaitu optimalisasi pemanfaatan pelayanan dasar atau pelayanan di
tingkat puskesmas. Dari 283 Puskesmas di Sulawesi Tenggara, semua

RPIPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 — 2045 11-81



puskesmas aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat baik itu masyarakat
miskin maupun masyarakat umum. Periode tahun 2015 - 2021 cakupan
pelayanan kesehatan trendnya bersifat tetap yaitu 100 persen.

11) Cakupan Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Penerima manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan
berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah yang dikenal dengan program jaminan kesehatan
masyarakat atau Jamkesmas (Program pemerintah pusat) dan Jaminan
kesehatan daerah (kabupaten) serta peserta PBP Bahteramas (provinsi).
Pelayanan kesehatan bukan saja pada level pelayanan dasar atau Puskesmas
namun juga pada tingkat lanjut atau rumah sakit diberikan pada masyarakat
miskin dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses
pelayanan kesehatan.

Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan
pasien masyarakat miskin disarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada
kurun waktu tertentu. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan
pelayanan kesehatan rujukan di Sulawesi Tenggara periode tahun 2015 — 2021
trendnya tetap yaitu rata-rata tiap tahun sejumlah 100 persen.

12) Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin

Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat
kesehatan merupakan salah satu dari delapan sasaran strategis Kementerian
Kesehatan serta Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-
2024. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota memiliki peranan yang signifikan
dalam memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan
kesehatan terutama di puskesmas dengan melakukan penyediaan obat dan
vaksin yang efektif, efisien dan akuntabel, guna mendukung dan mewujudkan
sasaran strategis maupun sasaran program tersebut.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis
tahun 2020-2024 terkait program kefarmasian dan alat Kesehatan, yaitu
meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan.
Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2020 - 2024 yaitu
persentase Puskesmas dengan ketersediann obat esensial sebesar 85 persen —
100 persen, persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial
sebesar 77 persen — 85 persen, dan persentase Puskesmas dengan ketersediaan
vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 90 persen — 96,50 persen.

Pemantauan ketersediaan obat periode tahun 2020 - 2024 digunakan
untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini
dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka
menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan
datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu
kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke
Puskesmas di tiap kabupaten/kota tersebut. Adanya data ketersediaan obat di
provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas
bantuan maupun intervensi program dimasa yang akan datang
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Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Sulawesi
Tenggara, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat dan
vaksin yang dipantau ketersediaannya merupakan obat dan vaksin indikator
yang merupakan obat pendukung program tuberculosis, malaria, Kesehatan
keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan Kesehatan dasar esensial
yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pemantauan dan pengukuran
tingkat ketersediaan dilakukan terhadap 40 item obat esensial dan 5 item vaksin
imunisasi dasar lengkap, dengan target sasaran yaitu 292 puskesmas 17
kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini didasarkan adanya
kebutuhan untuk melihat gambaran tingkat ketersediaan obat dan vaksin yang
lebih menyeluruh.

Berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan oleh Kefarmasian dan
Alat Kesehatan didapatkan bahwa pada persentase Puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial sebesar 84,55 di tahun 2020 dan meningkat sebesar
90,06 persen pada tahun 2021. Pada persentase Kabupaten/Kota dengan
ketersediaan obat esensial sebesar 79,44 pada tahun 2020 dan meningkat
sebesar 80,39 persen di tahun 2021, sedangkan untuk persentase Puskesmas
dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) di tahun 2020
sebesar 85,49 dan mengalami penurunan sebesar 82,73 persen di tahun 2021.

13) Cakupan PHBS di Rumah Tangga

Perilaku hidup masyarakat diukur dengan jumlah rumah tangga
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dinilai berdasarkan indikator
yang telah ditetapkan. Periode tahun 2017 — 2021 PHBS mengalami fluktuasi,
pada tahun 2017 PHBS mencapai 48,77 persen, tahun 2018 cakupan RT dengan
PHBS 55 persen, tahun 2019 cakupan RT dengan PHBS 55 persen. Pada tahun
2020 16,15 persen dan tahun 2021 cakupan rumahtangga dengan PHBS yakni
58,5 persen.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku
kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau
keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan dapat berperan
aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-
kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk
mencapai Rumah Tangga Sehat. Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga
yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga yaitu :

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan

a) Memberi bayi ASI Eksklusif

b) Menimbang bayi dan balita

c) Menggunakan air bersih

d) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
e) Menggunakan jamban sehat

f) Memberantas jentik di rumah

g) Makan buah dan sayur setiap hari

h) Melakukan aktivitas fisik setiap hari

i) Tidak merokok di dalam rumabh.

Perilaku hidup masyarakat diukur dengan jumlah rumah tangga
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dinilai berdasarkan indikator
yang telah ditetapkan. Periode tahun 2017 — 2021 PHBS terus meningkat. Pada
tahun 2018 cakupan RT dengan PHBS adalah 55 persen, tahun 2019 cakupan
RT dengan PHBS 55 persen dan pada tahun 2023 cakupannya mencapai 59,2
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persen. Angka ini masih jauh dari target yang ingin dicapai pada tahun 2024
yaitu sebesar 80 persen.

Tabel 2.66.
Capaian Kinerja Cakupan Perilaku Hidup bersih dan Sehat di Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023

55 55 56,15 58,5 56,3 59,2

Indikator

Cakupan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

14) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

Menurut permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang
persyaratan kualitas air minum, air minum adalah air yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan
dan dapat langsung diminum. Penyelenggaraan air minum dapat berasal dari
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha
swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau individu melakukan
penyelenggaraan air minum. Tidak semua air dapat diminum, syarat-syarat
kualitas air minum harus standar permenkes yang dimaksud.

Penduduk Sulawesi Tenggara menggunakan sumber air minum yang
bervariasi seperti sumur gali terlindung (SGT), sumur gali dengan pompa air
(SGP), sumur bor dengan pompa (SBP), terminal air (TA), mata air terlindung
(MAT), penampungan air hujan (PAH) dan PDAM.

Periode tahun 2017 - 2021 di Sulawesi Tenggara, persentase penduduk
yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas dengan trend
berfluktuasi pada tahun 2017 mencapai 54,87 persen masyarakat mengakses
air minum yang berkualitas namun pada tahun 2018 terjadi penurunan
sejumlah 24,4 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sejumlah 30
persen dan 57,13 persen pada tahun 2020 namun terjadi peningkatankembali
pada tahun 2021 sebesar 69,35 persen.

15) Angka Penyakit Tidak Menular (Kardiovaskuler)

Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit
Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta
kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60
tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara
berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian
nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit
kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan
pembuluh darah, seperti: Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung
atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke.

Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan, prevalensi penyakit jantung
di Indonesia yakni sebesar 1,5 persen. Dari prevalensi tersebut, angka tertinggi
ada di Provinsi Kalimanatan Utara (2,2%), Daerah Istimewa Yogyakarta (2%) dan
Gorontalo (2%), sedangkan prevalensi penyakit jantung terendah berada di Nusa
TenggaraTimur (0,7%). Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara angka prevalensi
penyakit jantung yaitu 1,34% pada laki-laki dan 1,45% pada perempuan.

Dinas Kesehatan Prov. Sultra mencatat pada tahun 2022 hipertensi
sebagai penyakit tidak menular tertinggi di Sulawesi Tenggara dengan jumlah
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kasus 200.362. Sementara untuk penyakit jantung ditemukan 2.599 kasus.
Adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular serta pola
makan dan gaya hidup yang makin modern dan tidak sehat yang menjadi faktor
resiko utama timbulnya penyakit-penyakit tidak menular selain faktor genetis,
maka tidak menutup kemungkinan penyakit tidak menular menjadi masalah
utama di Provinsi Sulawesi Tenggara di masa akan datang.

16) Angka Kesakitan Kasus Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit
plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia,
ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dan dapat menyerang
semua orang baik laki-laki maupun perempuan pada semua kelompok umur.

Sulawesi tenggara periode tahun 2018-2023 dengan angka kesakitan
malaria rata-rata per tahun 0,3 - 0,46 per 1000 penduduk, angka tersebut
menunjukkan setiap 1000 penduduk akan beresiko 1 orang yang terkena
malaria.

Tabel 2.67.
Capaian Kinerja Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Angka Kesakitan Malaria 0,13 0,3 0,16 0,1 0,21 0,21
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Indikator

1000 916

900
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855

353

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Gambar 2.19.
Jumlah Kasus Malaria di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023

Data jumlah kasus malaria dalam kurun waktu enam tahun terakhir
cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 jumlah kasus positif malaria di Sulawesi
Tenggara sebanyak 916 kasus dengan angka kesakitan (Annual parasite
incidence/API) per 1000 penduduk beresiko sebesar 0,13. Sempat menurun dari
916 kasus pada tahun 2018 menjadi 353 kasus pada tahun 2021, namun angka
ini kembali meningkat pada tahun 2023 yang mencatat 585 kasus aktif.
Sementara untuk API menujukkan peningkatan pada 2019, lalu kemudian
mengalami penurunan hingga mencapai 0,1 di tahun 2021. Namun pada tahun
2022, angka ini meningkat menjadi 0,2. Jumlah kasus malaria di Sulawesi
Tenggara <1,25 per 1000 penduduk yang artinya dengan API 0,21 telah
memenuhi target. Capaian API tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa
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Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori rendah (API lebih kecil dari 1) untuk
angka kesakitan malaria.

Tidak ada daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bebas dari
kasus penyakit malaria. Kasus positif malaria tertinggi tahun 2022 dilaporkan
oleh Kabupaten Muna dengan jumlah 110 kasus. Kabupaten Muna dengan
Kabupaten Buton merupakan daerah endemis malaria di Provinsi Sulawesi
TenggaraKematian akibat malaria yang dilaporkan sebanyak 2 kasus, keduanya
berasal dari Kabupaten Muna sehingga Case Fatality Rate (CFR) untuk Sulawesi
Tenggara mencapai 0,19 persen.

Permasalahan yang ditemui dalam pemberantasan penyakit malaria
antara lain adalah kurangnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka penemuan
penderita, sehingga nilai ABER (Annual blood examination rate) masih sangat
rendah dan di sisi lain nilai SPR (slide Positive Rate) masih cukup tinggi.

17) Angka Kesakitan Kasus HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi
human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan
tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan
sebagai pengidap pengidap HIV positif. Jumlah pengidap HIV positif dapat
diketahui dengan 3 metode, yaitu layanan voluntary, conselingand testing (VCT),
zero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Kejadian kasus HIV+ dan AIDS di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan, baik jumlah maupun wilayah penyebarannya,
meskipun berbagai upaya preventif dan promotif yang dilakukan juga belum
optimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui data dan fakta
yang sesungguhnya mengenai penyebaran kasus HIV dan AIDS di Sulawesi
Tenggara, meskipun mayoritas masyarakat tahu resiko dan bahaya perilaku
yang beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS.

Periode tahun 2018-2023 angka kesakitan prevalensi HIV pada populasi
dewasa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka kesakitan
prevalensi HIV sebesar 0,05 dengan jumlah kasus 134 dan mencapai angka 0,21
dengan jumlah kasus 601 pada tahun 2023. Data dari Dinas Kesehatan Prov.
Sultra menunjukkan bahwa kasus HIV ditemukan empat kali lipat lebih banyak
pada laki-laki dibanding perempuan. Kemudian kasus HIV umumnya
ditemukan pada kelompok usia produktif yaitu kelompok umur 25-49 tahun
sebesar 60 persen, diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun sebesar 27 persen.
Selain itu juga terdapat penemuan kasus pada kelompok umur <15 tahun
sebesar 1-2 persen yang biasanya terjadi akibat penularan dari ibu ke anak.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan HIV/AIDS
selama karena masih kurangnya layanan HIV, sistem surveilans
Kabupaten/Kota belum tertata dengan baik, SDM terlatih P2 HIV/AIDS masih
terbatas terutama petugas teknis di Puskesmas, masih kuatnya stigma
diskriminasi yang membuat penderita HIV/AIDS semakin sulit membuka diri
serta peran lintas sektor serta belum optimalnya peran organisasi
kemasyarakatan.
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18) Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang
disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran manusia melalui gigitan
nyamuk dari genus Aedes, misalnya aedes aigypti atau Aedes albopictus.
Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh
kelompok umur. Penyakit ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan
perilaku masyarakat.

Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2023 mencatat Insidence
Rate/Angka kesakitan DBD pada angka 45,8 yang artinya setiap 100.000
penduduk terdapat 45,8 yang menderita DBD. Angka ini mengalami
peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 yang mencatat
angka kesakitan sebesar 30,4 persen. Jika mengacu pada renstra Kementerian
Kesehatan yang menargetkan angka kesakitan DBD kurang dari atau sama
dengan 49 per 100.000 penduduk, dengan kondisi pada tahun 2023 maka
Sulawesi Tenggara sudah mencapai target. Namun tentu saja angka ini harus
diturunkan melalui upaya yang lebih serius dalam peningkatan kualitas
lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM di
rumah sakit dan puskesmas.

19) Angka Kesakitan: Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Angka kesakitan prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk adalah
jumlah kasus tuberkulosis pada waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu
setiap 100.000 penduduk. Angka untuk menggambarkan kecenderungan atau
trend meningkat, tetap atau menurunnya kasus pada waktu dan wilayah
tertentu.

Tabel 2.68.

Capaian Kinerja Angka Kesakitan Prevalensi Tuberkulosis per 100.000
Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023

Capaian Kinerja

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Angka Kesakitan:Prevalensi
Tuberkulosis per 100.000 150 168 101 136 189 268
penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada periode tahun 2018 - 2023 trend
prevalensi tuberkulosis Sulawesi Tenggara cenderung meningkat setiap
tahunnya yakni 150 pada tahun 2018 menjadi 268 pada tahun 2023. Pada
tahun 2020 sempat menurun sejumlah 118 per 100.000 penduduk yang
dipengaruhi oleh tingginya persentase terduga TBC yang telah mendapatkan
pengobatan dan sembuh. Sedangkan tahun 2021 meningkat lagi hingga tahun
2023. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan peningkatan angka
kesakitan ini meningkat, yaitu kurang optimalnya pilar komponen
penanggulangan TBC dimana salah satu komponen utama yaitu melaksanakan
penyisiran kasus TBC di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah
maupun swasta untuk kemudian diberikan pengobatan dan penanganan.

Kasus tuberkulosis banyak terjadi pada kondisi lingkungan yang buruk
dan padat penduduk serta banyak dipengaruhi oleh perilaku. Di Sulawesi
Tenggara pada tahun 2022 penemuan kasus tuberkulosis banyak ditemukan di
Kota Kendari 5.346 kasus dan terendah di Kabupaten Buton Utara dengan 183
kasus. Penyebaran tuberkulosis melalui udara sehingga 1 orang yang terkena
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positif tuberkulosis dan berada di kota/kabupaten yang padat penduduk dan
lingkungan buruk maka akan mempercepat dan memudahkan penyebaran
tuberkulosis tersebut.

Selain urusan kesehatan di atas, Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki
kewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar
Pelayanan 